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NUKLIR. Keselamatan Nuklir dan Radiasi. Kebijakan
dan Strategi Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN

Menimbang

Mengingat

RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir
harus mengutamakan keselamatan untuk mencegah
timbulnya  bahaya  radiasi terhadap  pekerja,
masyarakat, dan lingkungan hidup;

bahwa dalam mewujudkan keselamatan diperlukan
kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir
dan radiasi bagi seluruh pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN
RADIASI.

Pasal 1
Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan
radiasi ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas)

tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun
2035.

Pasal 2

(1) Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir
dan radiasi bertujuan untuk:

a. peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi bagi
pekerja dan masyarakat serta perlindungan
terhadap lingkungan hidup; dan

b. peningkatan budaya keselamatan nuklir dan
radiasi.

(2) Peningkatan budaya keselamatan nuklir dan radiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diwujudkan dengan menerapkan sifat dan sikap dalam
organisasi dan individu dengan menekankan
pentingnya keselamatan yang dilaksanakan secara
benar, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab serta
mengintegrasikan keselamatan nuklir dan radiasi

dalam seluruh kegiatan.

Pasal 3
(1) Kebijakan nasional keselamatan nuklir dan radiasi
meliputi:
a. pengembangan infrastruktur dalam rangka
peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi; dan
b. peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait

dengan keselamatan nuklir dan radiasi.
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Kebijakan nasional keselamatan nuklir dan radiasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui strategi nasional keselamatan nuklir dan
radiasi.

Strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi

dalam rangka pengembangan infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana
dan prasarana untuk peningkatan keselamatan
nuklir dan radiasi; dan

b. pengembangan sistem informasi yang mendukung
peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi.

Strategi nasional dalam rangka  peningkatan

koordinasi antarsektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan
nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan,
dan inspeksi; dan

b. penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing sektor terkait untuk
meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi.

Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir

dan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) dijabarkan masing-masing

dalam bidang:

a. kesehatan;

o

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral radioaktif;

o o

industri nuklir;
mutu dan kelembagaan;
kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir;

perdagangan;

5ot 0

transportasi;

—e

pangan;
j-  pertanian;
k. sumber daya manusia; dan

1.  pengelolaan limbah radioaktif.

www.peraturan.go.id



2019, No.172

Pasal 4
Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan
radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan
dalam rencana program sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan

radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan

sebagai acuan bagi:

a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang terkait dengan = bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dalam
menyusun dokumen rencana strategis di bidang tugas
masing-masing; dan

b. pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam
menyusun dokumen rencana strategis daerah yang
terkait dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (5).

Pasal 6

(1) Menteri dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi
nasional keselamatan nuklir dan radiasi sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang
bidang tugasnya melaksanakan pengawasan
ketenaganukliran melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan menteri dan kepala lembaga
pemerintah nonkementerian terhadap hasil
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala
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lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang
tugasnya melaksanakan pengawasan
ketenaganukliran kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
riset dan teknologi.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang riset dan teknologi menyampaikan laporan
hasil koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Pasal 7
Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan
radiasi dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN
NUEKLIR DAN RADIASI

PENDAHULUAN

Radioaktivitas dapat dihasilkan dari sumber radiasi alam maupun sumber
radiasi buatan dari hasil kegiatan manusia. Sumber radiasi dapat
dimanfaatkan dalam berbagai bentuk aplikasi, meliputi pemanfaatan di
bidang kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber
daya mineral radioaktif, industri nuklir, mutu dan kelembagaan,
kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir, perdagangan, transportasi,
pangan, pertanian, sumber daya manusia, dan pengelolaan limbah
radioaktif.

Berdasarkan sifatnya, tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat
juga dapat menimbulkan bahaya radiasi. Bahaya radiasi terhadap pekerja,
masyarakat, dan lingkungan hidup wyang mungkin timbul dari
pemanfaatan ini harus dikaji dan perlu pengawasan. Oleh karena itu,
setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, baik di bidang
fasilitas radiasi dan zat radicaktif maupun di bidang instalasi dan bahan
nuklir perlu diatur dan diawasi.

Pemanfaatan tenaga nuklir tunduk pada peraturan perundang-undangan
nasional dan harmonis dengan standar nasional maupun internasional
terkait keselamatan nuklir dan radiasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1997 tentang Ketenaganukliran menjamin keselamatan pekerja,
masyarakat, dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
Dalam rangka menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan
lingkungan hidup dalam pemanfaatan tenaga nuklir, perlu didukung
dengan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi
untuk mencapai tujuan keselamatan dan untuk menerapkan prinsip-
prinsip keselamatan nuklir dan radiasi.

Keselamatan nuklir dan radiasi tidak hanya menjadi urusan domestik
satu negara saja, tapl juga menjadi perhatian dunia internasional.
Konvensi Keselamatan Nuklir wyang telah disahkan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan
Convention on Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)
adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan
keselamatan nuklir, dengan tujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh
mengenai keselamatan nuklir.

Keselamatan nuklir merupakan upaya perlindungan terhadap pekerja,
masyarakat, dan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui upaya
pertahanan yang efektif terhadap timbulnya bahaya kekritisan yang dapat
muncul dalam kegiatan terkait nuklir. Sedangkan keselamatan radiasi
merupakan upaya perlindungan terhadap pekerja, masyarakat, dan
lingkungan hidup, yang dilakukan melalui upaya pertahanan yang efeletif
terhadap bahaya radiasi yang dapat dihasilkan dari kegiatan terkait
sumber radiasi pengion.

www.peraturan.go.id



2019, No.172

Keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir yang semakin berkembang luas
tidak hanya menjadi perhatian badan pelaksana atau badan pengawas,
namun juga menjadi perhatian kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, institusi yang terkait, dan pemerintah daerah. Untuk
meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi.

Penetapan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi
ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Republik
Indonesia dalam pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi serta
menumbuhkembangkan budaya keselamatan yang selaras dengan tujuan
nasional bangsa Indonesia untuk melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu prinsip keselamatan dasar dalam pemanfaatan tenaga nuklir
yakni, tanggung jawab utama terhadap keselamatan berada pada individu
atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap fasilitas dan kegiatan
yang menimbulkan risiko radiasi. Oleh karenanya, pemegang izin
diharapkan mengembangkan budaya keselamatan yang kuat di dalam
organisasinya.
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II. Rencana Program dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi
ILA. Bidang Kesehatan
ILLA.]1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

ILLA l.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan kesslamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Cutput
Pendulung 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILA Lajgi Mendirikan Laboratorium dosimetri yang berkualitas | Kementerian Badan Tersedianya laboratorium
dan memadai secara kuantitas Kesehatan Pengawas dosimetr dalam jumlah
dan Badan Tenaga memadai secara nasional
Tenaga Nulklir
Nuklir (BAPETEN)
Nasional dan Badan
{BATAN) Standardisasi
Nasional
(BSH)
ILA. laju) | Meningkatkan  kualitas laboratoriom  dosimetri | BATAN  dan | Kementerian Terwujudnya peningkatan
termasuk laboratorium swasta sesuai kebutuhan BSN Kesehatan kualitas laboratorium
dan dosimetri termasuk
BAPETEN laboratorium  swasta sesuad
kebutuhan
ILA lajii) | Mengembangkan fungsi Balai Pengujian Fasilitas | Kementerian BAPETEN Tersedianya Balai Pengujian Tersedianya Balai Pengujian
Kesehatan sebagai institusi yang melakukan | Kesehatan dan BATAN Fasilitas Kesehatan sebagai Fasilitns Kesehatan sebagni
pelayanan pengujian untuk dapat melakukan  wji institusi yang melakukan institusi  yang melakukan
kesesuniamn pelayanan pengujian untuk pelayanan pengujinn  untuk
dapat melakukan uji seluruh ruang lingkup
kesesuaian pelayanan uj kesesuaian
ILA. lajiv) | Mengembangkan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas | Kementerian BAPETEN Tersedianya laboratorium
Keschatan sebagai laboratorium  dosimetri untuk | Kesehatan dosimetri untulk
mengkalibrasi dosimeter pengukur keluaran pesawat | dan BATAN mengkalibrasi dosimeter
radioterapi  dalam rangka  peningkatan  kualitas pengubur keluaran  pesowat
pelayanan dan  proteksi radiasi  pasien  tingkat radioterapi  dalam rangka
nasiomnal peningkatan kualitas
pelayanan dan proteksi
radiasi pasien tingkat
nasional
LA lapg Mengembangkan teknologi pembuatan  dosimeter | BATAN Kementerian Tersedianya teknologi
perorangan  dalam  rangka peningkatan  kualitas Riset pembuatarn dosimeter

proteksi radiasi pasien dan pekerja radiasi tingkat
nasiomal

Teknologi
dan
Pendidikan

perorangan dalam  rangkas
peningkatan kualitas proteksi
radiasi pasien tingkat

.go.i
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Perinde dan Chutput
Pendukung —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
Tinggi nasiomal
|Ristek Dikti),
Kementerian
Kesehatan,
dan
BAPETEN
ILA. Lafvi) | Melaksanakan wji profisiensi antarlaboratorium | BATAN dan Kementerian Terlaksananya wji profisiensi
dosimetri dalam rangka peningkatan |kualitas | BSN Kesehatan antarlaboratorium  dosimetri
laboratorium dosimetri clamn dalam rangka peningkatan
BAPETEN kualitas laboratorium
dosimetri
ILA. l.a fvil] | Memberikan pembinaan bagi pelaku industri dalam | Kementerian Kementerian Terlaksamnamnya pembinaan
rangka peningkatan kuantitas dan kualitas | Perindustrian | Kesehatan bagi pelaku industri dalam
laboratorium dosimetr dan BATAN dan rangka peningkatan kuantitas
BAPETEN dan  kualitas laboratorium
dosimetri
ILLA.]1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
ILA.1.b Strategi: Penpembangan sistemn informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radinsi
Huruaf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Output
Pendukung
i 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILA L. b.[i) Membuat dan mengembangkan basis data nasional | Kementerian BAFPETEN Tersedianya basis data
mengenai  data dosis pasien radiclogi  dan | Kesehatan dan BATAN nasional mengenai data dosis
intervensional =erta datm pasien kedokteran nuoklic pasien radinlsgi dan
dalam rangka peningkatan kualitns proteksi radissi mtervensional serta data
pasien secara nasional pasien kedokteran nulklir
dalam rangka peningkatan
kualitas proteksi radinsi
pasien secara nasional
ILA.Lb.jii] | Membuat dan mengembangkan basis data nasional | BAPETEN Kememnterian Tersedianya basis data
mengenai hasil evaluasi dosis pekerja radiasi dalam Kesehatan nasional mengenai hasil
rangka peningkatan kualitas proteksi radiasi pekerja dan BATAN evaluasi dosis pekerja radinsi
radiasi secara nasional
ILA. Lb. i) | Membuat dan mengembangkan sistem  informasi | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistem informasi

penunjang kegiatan teleradiologi

Kesehatan

penunjang kegiatan
teleradiologi

.go.i
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Owtput
Pendukuing —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILA. 1. b.jiv) | Mengembangkan e-licensing terkait perizinan alat-alat | BAPETEN Kementerian Tersedianya pengembangan
kesehatan yang memanfaatkan radiasi pengion Kesehatan sistem e-licensing  terkait
perizinan alat-alat kesehatan
yvang memanfaatkan radiasi
peEngion
II.A.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
IL.A.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Output
Pendulang 2020-2024 2025-2029 2030-2035
A Z2ai) Membuat kebijakan tentang basis datm nasional | Kementerian BAPETEN dan Tersedianya kebijakan
mengenai  data dosis  pasien  rmadiclogi | dan | Kesehatan BATAN tentang basis data nasional
intervensional di fasilitas pelayanan kesehatan mengenai data dosis pasien
radiologi dan intervensional di
fasilitas pelayanan kesehatan
ILA2.a (i) Menetapkan uji kesesuaian sebagai persyaratan izin | BAPETEN Kementerian Dritetapkannya uji kesesuaian
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kesshatan dan sebagai persyaratan izin
ketenmganukliran  dalam  rangka menyelesaikan Kementerian dalam peraturan perundang-
permasalahan terkait pesawat sinar-x di fasilitas Dalam Negeri undangan di bidang
kesehatan yang tidak melakukan uji kesesuaian ketenaganukliran dalam
rangka menyelesaikan
permasalahan terkait pesawnt
sinar-x di fasilitas kesehatan
vang tidak melakukan wji
kesesunian
ILA 2 a |ai) Mengkaj wulang (rewvied dan  mengembangkan | BAPETEN Kementerian Tersedianya kaj ulang
mekanisme penyelenggaraan perizinan dan Kesehatan dan (reviewy dan  pengembangan
persyaratan  perizinan  pesawat  sinar-x bidang Kementeriamn mekanisme penyelenggaraan
kesehatan Dalam Negeri perizinan dan persyaratan
perizinan  pesawat  sinar-x
bidang kesehatan
LA 2.a fiv) Mengembangkan sistem inspeksi mengenai sistem | Kementerian Kementerian Tersedianya sistem inspeksi
manajemen radioterapi dan kedokteran nuklir dalam | Kesehatan Dalam Negeri mengenai sistem  manajemen
rangka peningkatan kualitas proteksi radissi pasien | dan radioterapi  dan  kedokteran

.go.i
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Huruf Rencana Program Seltor Utama Selctor Periode dan Ouatpat
Pendukung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
tingkat nasional BAPETEN nullir dalam rangka
peningkatan kualitas proteksi
radiasi pasien tingkat
nasiomal

LA 2ag Menyelenggarnkan inspelsi terpadu | BAPETEN Kemente rian Terselenggaranya inspelosi
antarkementerian / lembaga pemeTintah Kesehatan dan terpadu antarkementerian §
nonkementerian terkait terhadap fsilitas pelayanan Kementerian lembagn pemerintah
keschatan yoang memanfatkan sumber roadioasi Dalam Negeri nonkementerian terkait
pengion secara periodik terhadap fasilitas pelayanan

kesehatan WaIg
memanfaatkan sumber
radiasi Pengion secara
periodik

ILA. 2. a ) Menetapkan mekanisme pelaksanaan dan | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya mekanisme
pengaturan  uji  kesesuainn  terhadap  alat-alat Kesehatan dan pelaksanoan dan pengaturan
kesehatan yang memaniaatkan sumber radiasi Kementerian uji kesesuaian terhadap alat-
PeEngion Dalam Negeri alat kesehatan WaIEE

memanfaatkan sumber
radiasi pengion

ILA.2.afvii) | Menctapkan mekanisme sertifikasi dan distribusi | Kementerian BAPETEN, Ditetapkannya mekanisme
radiofarmaka Kesehatan BATAN, dan sertifilasi dan distribusi

Badan radiofxrmaka
Pengomans Obat

dan Makanan

[BPOM)

ILA. 2. afvii] | Menetapkan pengaturan terkait dengan rekondisi | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya pengaturan
alat-alat kesshatan yang memanfastlkan sumber Kesehatan terkait dengan rekondisi alat-
radiass pengion alat kesehatan yang

memanfaatkan sumber
radinsi pengion

ILA. 2. a fix) Menetapkan pengaturan mengenai produksi | Kementerian BATAN dan Ditetapkannya pengaturan
radiofarmaka dan radioisotop Kesehatan BPOM mengenai produlksi

dan radiofarmaka dan radicisotop

.go.i
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Outpaat
Pendukung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
IILA.2.a ix) Menetapkan pengaturan mengenai penunjukan BSN Ditetapkannya pengaturan
laboratorium uji dan atau laboratorium dosimetri mengenai penunjukan
laboratorium  uwji  dan/atau
laboratorium dosimetri
II.A.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
ILA.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Sektor Periode dan Outpaat
Utams Pendukoumn,
e reung 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILA. 2. b.) Membentuk forum komunikasi periodik Kementerian Terbentuknya forum
antarkementerian flembaga pemerintak Kesehatan, komunikasi periodik
nonkementerian  yang terkait dengan pemanfaatan Kementerian antarkementerian / lembaga
ketenaganukliran di bidang kesehatan Ristek Diilkti, pemerintah nonkementerian
Kementerian yang terkait dengan
Dalam Negeri, pemanfaatan
BATAN, dan ketenaganukliran di bidang
BPOM kesehatan
LA 2 b.lii] | Menyinergikan kebijakan terkait sistern dan biaya | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya kebijakan
perizinan  alat-alat kesehatan yang memanfaatkan Kesehatan terkait sistem dan biaya
sumber radiasi pengion perizinan alat-alat
kesshatan yang
memanfaatkan sumber
radinsi pengion yang
sinergis
ILA 2 b.jii) | Menetapkan pengaturan mengenai barang-barang | Kementerian | Kementerian Ditetapkannya pengaturan
yang belum  diatur  dalem  peraturan menteri | Perdagangan | Kesehatan, mengenai barang-barang

perdagangan  terkait dengan larangan danfatau
pembatasan ekspor dan impor untuk alat-alat
kesehatan  yang memanfaatkan sumber radiasi
pengien

Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perhubungan,
BAPETEN, damn
BATAN

yang belum diatur dalam
peraturan mienteri
perdagangan terkait
dengan larangan danfatau
pembatasan  ekspor  dan

impor untuk alat-alat
keschatan Yang
memaniaatkan radiasi

PEnEgion

.go.i

www.peraturan
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Huruaf

Rencana Program

Sektor

Sektor
Pendukung

Periode dan Outpat

2020-2024

2025-2029

2030-2035

TLA 2 b (1wl

Membuat kajian terkait standar manusia Indonesia

sebagni dasar penentuan standar dosis

aE T

Kementerian
Kesehatan

BAFETEN dan
BATAN

terkait
Indonesin
ar  penentuan
pasien

www.peraturan.go.id
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II.B Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1I.B.1 Kebijjakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

IL.B.1.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Qutput
Pendukung
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILB. La 1) Menyusun peta  jalan  skema  pemenuhan | Kementerian Kementerian Tersusunnya peta jalan
kebutuhan Radiation Dose Monitoring System | Ristek Dikti, Koordinator skemn pemenuhan
(RDMS) tingkat nasional antara lain pendanaan, | BAPETEN, Bidang kebutuhan RDMS
alokasi waktu, dan penanggung jawab dalam hal | dan BATAN Perekonomian tingkat nasional antara
kegiatan penelitinn dan pengembangan, (Kemenko lnin pendanaan, alokasi
pembuatan purwarupa, pendaftaran hak kekayaan Perekonomian), waktu, dan penanggung
intelektual, pengadaan komponen, kapasitas Kementerian Jawab dalam hal
produlksi, pembuatan, pengadaan, lokasi Badan Usaha kegiatan penelitian dan
pemasangan, pengoperasian dan perawatan, dan Milik Negara pengembangan,
sumber daya lainnya (BUMN), pembuatan  purwarupa,
Kementerian pendaftaran hak
Lingkungan kekayaan intelektual,
Hidup dan pengadaan komponen,
Kehutanan kapasitas produksi,
(LHK), pembuatan, pengadaan,
Kementerian lokasi pemasangan,
Perindustrian, pengoperasian dan
Kementerian perawatan, dan sumber
Keuangan, daya lainnya
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (PPN)/
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(BAPENNAS),
Badan
Meteorologi,
Klimatologi, dan
Geofisika
(BMKG), dan
Badan
Standardisasi
Nasional (BSN)

www.peraturan.go.id
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Outpuat
Pendukung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILB. 1.a. i) Melakukan percepatan penelitian dan | Kementerian Kementerian Tersedianya purwarupa | Tersedianya Tersedianya
pengembangan ROMS produksi dalam negeri dan | Ristek Dileti, BUMN dan BSN siap uji tahap pertama | pengembangan pengembangan
sistem penunjang BATAN, dan sebagai hasil dari | puraarpa sinp uji | purwarpa siap uji
BAFPETEN kegiatan penelitinon dan | sebagai hasil dari | tnhap maju  sebagai
pengembangan RDME | kegiatan penelitian dan | hasil dari kegiatan
produksi dalam negeri | pengembangan RDMS | penelitian dan
dan sistem penunjang produksi dalam negeri | pengembangan RDMS
dan sistem penunjang produksi dalam negeri
dan sistem penunjang
ILB. L. aii) Melakukan pengujian dan sertifikasi pursarupa | Kementerian Kementerian Tersedianya purwarupa | Tersedianya purearupa | Tersedianya pursarupa
RDMS produksi dalam negeri Ristek Dikti, BUMN dan RDOMS produksi dalam | RODOMS produksi dalam | RDMS produksi dalam
BATAN, dan BAPETEN negeri  tahap pertama | negeri yang telah diuji | negeri tahap maju yang
BSN yang telah diuji dan | dan disertifikasi telah aiuji dan
disertifilasi disertifilcasi
ILE. 1.a.[iv] Membangun sistem yvang menjamin ketersediaan | Kementerian Kementerian Tersedianya sistem yang
komponen RDMS produksi dalam negeri Perindustrian | Ristek Dikti, menjamin  ketersediaan
Kementerian komponen RDMS
Keunangan, produksi dalam negeri
Kementerian
BUMN,
BAPETEN, dan
BATAN
ILE. 1.a|v) Memberikan kemudahan atau  fasilitasi  dalam | Kementerian Kementerian Tersedianyn kemudahan
penyedinan  komponen RDMS produksi dalam | Perindustrian | Ristek Dikti, atmu  fasilitasi  dalam
negeri Kementerian penyediaan komponen
Keuangan, RDOMS produksi dalam
Kementerian negeri
BUMN,
BAPETEN, dan
BATAN
ILE. 1.a.vi) Melakukan produksi RDMSE dalam negeri Kementerian Kementerian Terlaksananya  inisiasi | Tersedianya hasil
Perindustrian | Keuangan, produksi RDMS dalam | produksi RDMS dalam
Kementerian negeri negeri yang
Ristek Dilcti, berkesinambungan
Kementerian

www.peraturan.go.id
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Huruaf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Cuetput
Pendukung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
BUMN,
BAPETEN, dan
BATAN
ILB.lLajvii) | Mengoptimalisasikan Tingkat Kandungan Dalam | Kementerian Kementerian Tersujudnya Tersujudnya
Negeri [TKDN) pada RDMS produksi dalam negeri Perindustrian Ristek Dilkti, optimalisasi TEKDN pada | kesinambungan
Kementerian ROMS produksi dalam | optimalisasi TEDN pada
BUMN, negeri RDOMS produksi dalam
BAFPETEN, dan negeri
BATAN
ILE. 1.aviii) | Melakukan pemantauan dan evalmasi terhadap | Kementerian Kementerian Dilakukannya Dilakn kannya
THDN dalam RDMS produksi dalam negeri Perindustrian | Ristek Dikti, Pemantauan dan | pemantauan dan
Kementerian evaluasi terhadap TKDN | evaluasi terhadap TKIDXN
BUMN, dalam RDMS produksi | dalam RDMS produksi
Kementerian dalam negeri dalam negeri
Keuangan,
BAPETEN, dan
BATAN
ILE. 1.8 ix} Mempersinpkan sumber daya manusin [SDM) | BAPETEN, Kementerian Tersedianyas SDM yang | Tersedianya SDM yang
untuk melakukan pengoperasion dan perawatan | BATAN, dan Ristek Dikti, sinp untuk melalukan | siap untuk melakakan
RDMS produksi dalam negeri di lokasi sesuai | BMKG Kementerian PEngOperasian dan | pengoperasian dan
dengan peta jalan pembuatan RDME produksi Keuangamn, perawatan RDMS | perawatan RDMS
dalam negeri Kementerian produksi dalam negeri | produksi dalam  negeri
BUMN, dan di loknasi sesuni dengan | di lokosi s=suni dengan
Kementerian peta jalan  pembuatan | peta jalan  pembuatan
Perindustrian RDMS produksi dalam | RDMS produksi dalam
negeri negeri
ILB. 1.a.x) Mengembangkan sistem pemantauan | BAPETEN dan | Kementerian Terbangunnya sistem
radioaktivitas lingkungan tingkat regional dan | BATAN LHEK dan BMKG PeEmantauan
terintegrasi dengan sistem pemantauan radioaktivitas
lingkungan secara umuom lingkungan tinghkat
regional dan terintegrasi
dengan sistem
pemantauan lingkungan
SECATA WImLm
ILB. 1.a i) Menyedinkan peralatan pemantauan radioaktivitas | BAPETEN dan | Kementerian

lingkungan bergerak yang terintegrasi dengan

BATAN

LHK dan BMKG

Tersedianyn  peralatan
Pemantauan

.go.i
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Output
Pendukung
2020-2024 2025-2029 2030-2035
pemantauan lingkungan secara umum radioaktivitas
lingkungan bergerak
yang terintegrasi dengan
pemantauan lingkungan
secars umum
ILB.l.a.(xii) | Mengembangkan laboratorium analisis | BATAN Kementerian Tersedianya
radioaktivitas lingkungan LHK, BAPETEN, | laboratorium analisis
dan BMKG radioaktivitas
lingkungan yang telah
dikembangkan
ILB.1.a (xiij) | Mengembangkan rencana pembuatan fasilitas | BATAN Kementerian Tersedianya
disposal untuk pengelolaan dan pengendalian LHK, BAPETEN, | pengembangan rencana
Technologically Enhanced Naturally Occuring dan BMKG pembuatan fasilitas
Radioactive Material [TENORM) disposal untuk
pengelolaan dan
pengendalian TENORM
ILB.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
IL.B.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Output
e 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILB.1.b.{i) | Membuat dan mengembangkan sistem informasi | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistem
pemantauan radiasi lingkungan secarn nasional LHK, BATAN, informasi pemantauan
dan BMKG radiasi lingkungan

secara nasional

www.peraturan.go.id
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[I.B.Z Eebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi

II.LB.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Selktor Sektor Pendukung Periode dan Cutpaat
Htama 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILB. 2 o) Melaksanakan koordinasi antarkementerian flembaga | Kementerian | Kementerian Dalam Terlaksananya
pemerintah  nonkementerian mengenai  penilaian | LHK Negeri, BAPETEN, koordinasi
terhadap pemenuhan persyaratan ixin linglkungan dan BATAN antarkementerian
untuk instalasi nuklir dan fasilitas radiasi dengan lembaga pemerintah
risiko tinggi nonkementerian
mengenai penilaian
terhadap pemenuban
Persyaratan izin
lingkungan untuk
instalasi nuklir dan
fasilitas madiasi dengan
risiko tinggi
ILB. 2o (i1) Menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan dan | BAPETEN Kementerian LHE, Dhitetapkannyn
perlindungan  lingkungan hidup untuk instalasi Kementerian Dalam pengaturan mengenai
nuklir dan fasilitas radissi Negeri, dan BATAN pengelolaan dan
perlindungan
lingkungan hidup untulk
instalasi nuklir dan
fasilitas radiasi
I B2 o (i) Menyusun pedoman pelaksanann kebijakan analisis | Kementerian | Kementerian Energi Tersusunnya pedoman
mengenai  dampak lingkungan  (AMDAL) untuk | LHK dan Sumber Daya pelaksanaan  kebijakan
pertambangan bahan galinn muoklir atau  mineral Mineral (ESDIM), AMDAL umntuk
radioaktif BAPETEN, dan pertambangan bahan
BATAN galian nuklir atau
mineral radioalktif
ILB.2.aiv) Menyusun pengaturan mengenai upaya pengelolaan | Kementerian | BAPETEN dan Tersusunnya
ingkungan fupaya peman tauan lingkungan | LHK BATAN pengaturan mengenai
[UKL/UPL] wuntuk fsilitas radiasi dengan risiko UKL/UPL untuk fasilitas
sedang dan rendah radiasi dengan risiko
sedang dan rendah
ILB.2.a.v) Menyusun pedoman pelaksanaan penilaian UKLS/UPL | Kementerian | BAPETEN dan Tersusunnya pedoman
untuk fasilitas radiasi dengan risiko sedang dan | LHK BATAN pelaksanaan  penilaian

rendah

UKL{UPL untuk fasilitas
radiasi  dengan  risiko

www.peraturan.go.id
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Huruf Rencana Program Sektor Sektor Pendukung Periode dan Ottt
Hiama 2020-2024 2025-2029 2030-2035
menengah dan rendakh
ILB.2.avi) Melaksanakan pembinaan teknis oleh | BAPETEN Kementerian LHE Terselenggaranya
kementerian flembagn  pemerintah  nonkementerian dan BATAN pembinaan teknis oleh
untuk pemantauan radicaktivitas lingkungan pada kementerian flembaga
instalasi nuklir dan fasilitns radinsi serta kegiatan pemerintah
vang berpotensi menghasilkan Naberally Ococwrring nonkementerian  untuk
Radiovactive Materials (NORM) dan / atau TENORM Ppeman tauan
radicaktivitas
lingkungamn pada
instalasi nuklir  dan
fasilitas radiasi serta
kegiatan nuklir  yang
berpotensi
menghasilkan NORM
danfatau TENORM
ILE.2.a.vii) | Mengembangkan parameter radicaktivitas dalam | BAPETEN Kementerian  LHE Terlaksanamyx
baku mutu lingkungan hidup pada media air, udara, dan BATAN pengembangan
tanah, dan tumbuhan sebagai standar nasional parameter radioaktivitas
dalam baku mut
lingkungan hidup pada
media air, udara, tanakh,
dan tumbuhan sebagai
standar nasional
ILB. 2. viii) | Menyusun pedoman pengelolann dan pengendalinon | BAPETEN Kementerian LHE Tersusunnya pedoman

TENORM

dan BATAN

pengelolaan clan
pengendalinn TENORM

II.LB.2 Eebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
ILE.2 b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan kesslamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Owtput
Pendulk:
B 3020-3024 2024-3029 2030-2035
ILE.2.b.fi) Menyelenggarakan inspeksi terpadu bidang | Kementerian BAPETEN Tersusun dan disepakatinya | Terselenggaranya inspeksi

lingkungan hidup antarkementerian/ lembaga
pemerintah nonkementerian terkait terhadap instalasi
nuklir ataw fsilitas radiasi

LHK

4 Ta] 51

kesepahaman | terpadu  bidang lingkungan

penyelenggaraan inspeksi | hidup

terpadu  bidang lingkungan | antarkementerian (lembaga
hidup pemerintah nonkementerian
antarkementerian flembagn terkait terhadap instalasi

pemerintah  nonkementerian

.go.i
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Hurf Rencana Program Sektor Utama Sektor Perinde dan Output
Pendukung —
2020-2024 2024-2029 2030-2035
terkait terhadap instalasi | nuklir atao fBsilitas radiasi
nuklir atau fasilitas radiasi
ILB.2.b Membentuk forum komunikasi perindik | Kementerian BAFETEN Terbentuknya forum
antarkementerian flembaga pemerintah | LHK komunikasi periodik

nonkementerian mengenai perindungan dan
pengelolann lingkungan hidup terkait instalasi nukhir
atau fasilitas radissi

antarkementerian f lembaga
pemerintah nonkementerian
mengenai perlindungan dan
pengelolaan ingkungan
hidup terkait instalasi nuklir
atau fasilitas radiasi

ILB.2.b.fiii) | Mengoordinasikan partisipasi  dan keterlibatan | Kementerian Kementerian Terlaksananya koordinasi
pemangku  kepentingan di lingkungan pemerntah | LHK Agraria dan partisipasi dan keterlibatan
dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan Tata Ruang pemanghu  kepentingan  di
hutan atau persetujuan  perubahan  peruntukan [ATR}/ Badan Engkungan pemeTintah
kawasan hutan untuk pembangunan dan Pertanahan dalam proses pemberian izin
pengoperasian instalasi nuklir atau fasilitas rodiasi MNasional (BPN], pinjam palai kawasan

BAPETEN, dan hutan atau persstujuan

BATAN perubahan peruntukan
kawasan hutan untuk
pembangunan dan
PeEngnperasian instalasi
nuklir atan fasilitas radiasi

ILB.2.b.fiv) | Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS] | BAPETEN Kementerian Tersusunnya EKLHES wuntuk

untuk kebijakan, rencanm, dan  program ookl
masiomal

LHE dan BATAN

kebijakan, rencana,  dan
program nuklir nasional

.go.i
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II.C Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Radioaktif

II.C.1 Eebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
II.C.1.a Strategi: Peningkatan ketersedinan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radinsi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Owfput
Pendulk
nERERE 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILC. 1.} | Membuat dan mengembangkan aplikasi teknolog | BATAN Kementerian Tersedianya aplikasi | Terlaksanamya
nuklir di bidang energi dan sumber daya mineral Perindustrian, teknologi nuklir di bidang | pengembangan aplikasi
radioaktif Kementerian energi dan sumber daya | teknologi nuklir di bidang
ESDM, dan mineral radisaktsf energi dan sumber daya
BAPET mineral radioalktif
II.C.1 Eebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan naklir dan radiasi
II.C.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Output
Pendukung
i 2020-2024 2025-2029 2030-2034
ILC.1.bjij | Membuat dan mengembangkan sistem informasi | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistem | Terlaksananya
pemantauan tingkat radisaktivitas di bidang energi Perindustriamn, informasi pemantauan | pengembangan sistem
dan sumber daya mineral radicaktifl yang terintegrasi Kementerian LHK, | tingkat radioaktivitas | informasi pemantauan
secar nasional Kementerian dalam hidang energl dan | tingkat radicaktivitas dalam
ESDM, dan sumber daya mineral | bidang energi dan sumber
BATAN radioaktif vang | daya mineral radioaktif yang
terintegrasi secara | terintegrasi secara nasional
nasional
IL.C.1.b. Membuat dan mengembangkan sistem  informasi | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistem | Terlaksananya
pemantauan terhadap bahan dan peralatan mengenai Perindustrian, informasi pemantauan | pengembangan sistem
garda aman (safeguards) dan protokol tambahan di Kementerian terhadap bahan dan | informasi pemantauan
bidang energi dan sumber daya mineral radioalktif Perdagangan, peralatan  terkait garda | terhadap bahan dan
yang terintegrasi secara nasional Kementerian aman dan protokol | peralatan terkait garda aman

Keuangan, dan
BATAN

tambahan di  bidang | dan protokol tambahan di
energi dan sumber daya | bidang energi dan sumber
mineral radioaktif yang | daya mineral radicaktif yang
terintegrasi secara | terintegrasi secara nasional

nasional

.go.i
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II.C.2 Eebijakan:

Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
II.C.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Seltor Utama Sektor Pendukung Perinde dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILC.2.a ) Menyiapkan infrastruktuar pengawasan | BAPETEN Kementerian Tersedianya
pembangunan reaktor daya Perindustrian, infrastruktur
Kementerian Ristek PENEAWLSAT
Dikti, Kementerian pembangunan  reaktor
ESDM, dan BATAN daya
ILC.2.a 1) Mengembangkan sistem pemantauan dan BAPETEN Kementerian LHEK, Terlaksananya
pengelolaan NORM dan TENORM Kementerian pengembangan  sistem
Perindustrian, pemantasan dan
Kementerian ESDM, | pengelolann NORM dan
dan BATAN TENORM
ILC.2 o (aid) Mengkaji ulang efektivitas dan efisiensi | BAPETEN Kementerian LHEK, Tersedianya hasil lkaji
mekanisme perizinan instalasi penghasil Kementerian ulang MengeEnai
TENORM Perindustrian, dan efektivitas dan efisiensi
BATAN mekanisme perizinan
TENORM
ILC.2.a iv) Menyusun peraturan  perundang-undangan  di | BAPETEN Eementerian Ristek Tersusunnya peraturan
bidang pertambangan yang memiliki kandungan Dviketi, Kementerian perundang-undangan di
mineral radioaktil ESDM, dan BATAN bidang pertambangan
mineral radioaktif
II.C.2 Eebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
II.C.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaasn tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radinsi
Huruf Rencana Program Selktor Utama Sektor Pendukung Periode dan Cufpat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
[LC.2. bl Membentuk forum komunikasi periodik Kementerian ESDM, Terbentuknya forum
antarkementerian flembaga pemerintah Kementerian LHEK, komunikasi periodik
nonkementerian mengenai PEMEIWRASIAT Kementerian antarkementerian /

terhadap keselamatan nuklir dan radiasi dalam
bidang energi dan sumber daya mineral
radicaktif

Perindustrian, dan
BATAN

nonkementerian

bidang Energi

lembaga pemerintah

mengenai PENgAWasAN
terhadap keselamatan
nuklir dan radiasi dalam
dan

.go.i
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Huruf

Rencana Program

Sektor Utama

Sektor Pendukung

Periode dan Outpat

2020-2034

2025-2029

2030-2035

sumber daya mineral
radioaktif

Menyelaraskan penerapan mekanisme perizinan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuldlir (PLTN|

Kemenko
Perekonomian
dan
Kementerian

ESDM

Kementerian
Ketenngakerjoan,
Kementerian LHE,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian ATR/BPN,
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat [FUPR),
Kementerian Dalam
Negeri,

Badan Koordinasi
Penanaman Modal
{BEPM|, BAPETEN, dan
BATAN

Tervujudnya keselarasan
dalam penerapan
mekanisme perizinan
PLTH

Melaksanakan inspeksi  terpadu  mengenai
struktur, sistern, dan komponen [S5K)] instalasi
muaklir

BAPE

Kementerian
Ketenagakerjaan,
Kementerian
Perindustrian, dan
Kementerinn ESDM

Tersusun dan
dizsepakatinya nota
kesepahaman tentang
pelaksanaan inspeksi
terpadu mengenai 35K
instalasi nuklir

Terlaksananya inspeksi

terpadu untuk
instalasi nuklir

S8K

ILC.2. b fiv) Melaksanakan koordinasi mengenai mekanisme | BAPETEN Kementeriaon PUPR, Terlaksananya
perizinan bangunan khusus yang berlaku untuk Kementerian ESDM, dan | koordinasi mengenai
mstalasi nuklir BATAN mekanisme peTizrinan
bangunan khusus yang
berlaku untuk instalasi
nukkir
I.C.2.b.fw) Menyusun mekanisme pemberian sertifikat laik | BAPETEN dan Kementerian ESDM dan | Terbentuknya
fungsi untuk nstalasi nuklir BATAN Kementerian PUPR mekanisme pemberian

sertifikat laik fungsi
untuk instalasi nuklir
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Selktor Pendukung Periode dan Cutpuat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
[LC.2. bejwvi) Melaksanokan koordinasi antarkementerian/ | BAPETEN Kementerian LHE, Terlaksananya
lembaga pemerintah nonkementerian terkait di Kementerian ATR/BPN, koordinasi
tingkat pusat dan daerah mengenai Kementerian PUPH, antarkementerian
pemaniaatan lahan untuk instalasi nuklir Kementerian Dialam lembaga pemerintah
Negeri, dan BATAN nonkementerian  terkait
di tingkat pusat dan
daerah mengenai
pemanfaatan lahan
untuk instalasi nuklir
I1L.C.2. b fvii] Melaksanakan koordinasi mengenai mekanisme | Kemenko BAPETEN Terlaksananya
perizinan penanaman  modal  asing untuk | Perekonomian koordinasi meEngena
mstalasi nuklir dan BKPM mekanisme perizinan

penanaman modal asing
untuk instalasi nuklir
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II.D Bidang Industri Nulklir
I1.D.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Il.D. 1.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Ouetpat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILD. Laji] Membangun dan mengembangkan industri | Kementerian Kementerian Ristek Terlaksananya Terlaksananya
nuklir dan fasilitas radiasi yang selaras dengan | Perindustrian Dikti, BATAN, dan pembangunan pilot | pengembangan
rencana induk pembangunan industri nasional BAPETEN project industri nuklir | industrd maklir dan
[RIPINj dan fasilitas radiasi | fasilitas adiasi yang
yvang selaras dengan | selaras dengan RIPIN
RIPIN
ILD. Lo i) Merevitalisasi mfrastruktur reaktor vang | BATAN Kementerian PUFR, Terlaksananya
memproduksi radicisotop Kementerian revitalisasi
Perindustrian, infrastruktur reakior
Kementerian BUMN, | yang memprodulksi
Kementerian radioisotop
Keuangan, dan
BAPETEN
ILD. 1o i) Menyusun program nasional fabrikasi bahan | BATAN Kementerian Tersusunnya program
bakar muklir Perindustrian, nasioral fmbrikasi
Kementerian ESDM, | bahan bakar nuklir
Kementerian BURN,
Kementerian
Keuangan, dan
BAPETEN
LD La.jiv) Menyusun rencana nasional mengenai jaminan | BATAN Kementerian Tersusunnya rencana
pasckan bahan bakar nulklir Perindustrian, nasiomnal mengenai
Kementerian ESDM, | jaminan pasokan
Kementerian BUMN, | bahan bakar nuklir
Kementerian
Keuangan, dan
BAPETEN
ILD. Laiv) Mengoptimalisasikan fungsi institusi yang BATAN Kementerian Terwujudnya
melakukan pelayanan dosimetri untuk dapat Perindustrian, BSN, | optimalisasi  institusi
melakukan uji kesesuaion mengenai barang dan dan BAPETEN yang melakukan

bahan teknik yang mengandung zat radioakdtif
dan f atau bahan nuklir

pelayanan  dosimetrd
yang secara optimal
berfungsi untuk dapat
melakukan L1ji

www.peraturan.go.id
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Hurmf Rencana Program Sektor Utama Bektor Pendukung Periode dan Cutpaat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
kesesuaian  mengenai
barang dan bahan
teknik yang
mengandung =at
radioaktif  dan/ataa
bahan nuklir
ILD. 1 ajwi) Menyusun peta jalan  skema pemenuhan | Kementerian Kemenko Tersusunnya peta
kebutuhan Radiction Portol Mondor [(RPM) di | Ristek Dikti, Perekonomian, jalan pPETEnCanaan
tingkat nasional antara lin pendanaan, alokasi | BAPETEN, dan Kementerian BUMN, | skema pememuhan
wakiu, dan penanggung jawab dalam  hal | BATAN Kementerian kebutuhan RPM  di
kegintan penelitian dan pengembangan, Perindustrian, tinglt nasiomal
pembuatan pursanipa, pendaftaran hak Kementerian antara lain
kekayaan intelektual, pengadaan  komponen, Keuangan, pendanaan, aloknsi
kapasitas produksi, pembuatan, pengadaan, Kementerian waktu, dan
lokasi prmasangan, PENEOpETSiAN dan Perhubungan, PENANEELTNE jawahb
perawatan, dan sumber daya lainnya Kementerian Dalam | dalam  hal kegiatan
Negeri, Kementerian | penelitian dan
PPN /BAFPENAS, pengembangan,
dan BSN pembuatan
purwanipsa,
pendaftaran hak
kekayaan  intelekiual,
pengadaan komponen,
kapasitas produlkesd,
pembuiatan,
pengadaan, loksi
Pemasangan,
PEnEoperasian dan
permwatan, dan
sumber daya lainnys
11D 1. & fwii) Melakukan percepatan penelitinmn dan | Kementerian Kementerian BUMMN | Tersedianya Tersedianya
penpembangan RPM produksi dalam negeri dan | Ristek Dileti, dan BAPETEN purwaripa siap wji | pengembangan
sistem penunjang BATAN, dan tohap pertama sebagai | purwarupa  siap  wji

www.peraturan.go.id
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
BSN hasil dari kegiatan | tahap maju sebagai
penelitinn dan | hasil dari kegistan
pengembangan RPM | penelitian dan
produksi dalam negeri | pengembangan RPM
dan sistem penunjang | produksi dalam negeri
dan sistem penunjang
I 1.a fwiii] Melakukan pengujian dan sertifikasi purwarupa | Eementerian Kementerian BUMN Tersedianya Tersedianya
RPM produksi dalam negeri Ristek Dikti, dan BAPETEN purvarupa RPM PUrwarapa RPM
BATAN, dan produksi dalam negeri | produksi dalam negeri
BSN tahap pertama yang tahap maju yang telah
telah diuji dan diuji dan disertifikasi
disertifikasi
ILD. 1o |ix) Membangun sistem Vang menjamin | Kementerian Kementerian Ristek | Tersedianya sistemm
ketersediaan komponen RPM  produksi dalam | Perindustrian Dikti, Kementerian yang menjamin
negeri dan BATAN Keuangan, ketersedinan
Kementerian BUMN, | komponen RPM
dan BAPETEN produksi dalam negeri
[0 1.aix) Memberikan kemudahan atau fasilitasi dalam EKementerian Kementerian Ristek Tersedianya
penyediaan komponen RPM produksi dalam Perindustrian Dikti, Kementerian kemudahan mtany
negeri Keuangan, fasilitasi dalam
Kementerian BUMN, penyediaan komponen
BAPETEN, dan RPM produksi dalam
BATAN negeri
IO 1o i) Melakukan produksi RPM dalam negeri Kementerian Kementerian Terlaksananya inisiasi | Tersedianya hasil
Perindustrian Keuangan, produksi RPM dalam | produksi RPM dalam
Kementerian Ristek negeri negeri yang
Dikti, Kementerian berkesinambungan
BUMN, BAPETEN,
dan BATAN
ILD. 1o i) Mengoptimalisasikan TEDN pada RPM produksi | Kementerian Kementerian Ristek Tervujudnyx Tersujudnya
dalam negeri Perindustrian Dikti, Kementerian optimalisasi TEDN

BUMN, BAPETEN,
dan BATAN

pada RFM produksi
dalam negeri

kesinambungan
optimalisasi TKDN
pada RPM produlksi
dalam negeri
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2020-2024 2025-2029 2030-2035
I1.D. 1. i) Melakukan pemantauan dan evaluas terhadap Kementerian Kementerian Ristek Dilakukannya Drilakukannyx
TEKDN dalam RPM produksi dalam negeri Perindustrian Dikti, Kementerian pemantauan dan | pemantauan dan
BUMMN, Kementerian evaluasi terhadap | evaluasi terhadap
Keuangan, TEDN dalam RPM | TEKDN dalam RPM
BAPETEN, dan produksi dalam negeri | produksi dalam negeri
BATAN
ILD. .o fxiv) Mempersiapkan SDM untuk melakukan | Kementerian Kementerian Tersedianya SDM
pengoperasian  dan  perawatan RPM produksi | Ristek Dikti, Perindustrian, FANE siap untuk
dalam negeri di lokasi sesuai dengan peta jalan | Kementeriamn BAPETEN, dan melakukan
pembuatan RPM produksi dalam negeri Keuangan, BATAN PENEDPETASian dan
Kementerian perawatan RPM
Perhubungan, produksi dalam negeri
Kementerian di lokasi sesLui
BUMN, dan dengan  peta jalan
Kementerian pembuatan RPM
Dalam Negeri produksi dalam negeri
I1.0.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
IL.D.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Owutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILD.1.b.5} | Membuat dan mengembangkan sistern nformasi | BAPETEN Kementerian LHE, Terbangunnys sistem | Terlaksananya
mengenai pemantauan tingkat radioaktivitas dalam Eementerian informasi mengenai | pengembangan sistem
bidang industri nuklir yang terintegrasi secara Eesehatan, pemantalan tingkat | informasi mengenai
nasional Eementerian radicaktivitas dalam bidang | pemantauan tingkat
Perindustrian, dan industri nulklir vang | radicaktivitas dalam
BATAN terintegrasi secara nasional | bidang  industri  nuklir
yang terintegrasi secara
nasional
ILD. 1. b.jii) | Membuat dan mengembangkan sistern informasi | BAPETEN Eementerian Terbangunnya sistem | Terlaksanamya
pemantauan terhadap bahan dan peralatan mengenai Perindustrian, informasi pemantauan | pengembangan sistem
garda aman dan protokol tambahan di bidang industri Kementerian terhadap bahan dan | informasi pPemantauan
nuklir yang terintegrasi secara nasional Perdagangan, peralatan mengenai  garda | terhadap bahan dan
Kementerian AL dan protokol | peralatan mengenai garda
Eruangan, dan tambahan di bidang | aman dan protokol
BATAN industri nuklir yang | tambahan di bidang
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Sektor Pendukung
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2020-2024 2025-2029 2030-2035
terintegrasi secara nasional industri nuklir yang
terintegrasi seCAra
nasional
[1.D.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
[I.D.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspelksi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Pertode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILD.2.ai Mengembangkan mekanisme pemantauan dan | BAPETEN Kementerian Terlaksananya
pengelolaan orphan sources dan sumber radioalktif Perindustrian dan pengembangan
ilegal BATAN mekanisme
pemantatun dan
pengelolaan orphan
sources dan  sumber
radioaktif ilegal
I1.D. 2.2 i) Mengembangkan mekanisme pengawasan terhadap | Kementerian BAPETEN dan Terlaksananya
keselamatan  yang terintegrasi untuk  produk | Perindustrian BATAN pengembangan
industri nuklir mekanisme
pengawasan terhadap
keselamatan FANE
terintegrasi untuk
produk industri nuklir
[1.D.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
IL.D.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
[1.D.2.b. (i) Membentuk forum komunikasi perindik | BAPETEN Kementerian

antarkementerian /lembaga pemerintah
nonkementerian untuk meningkatkan keselamatan
nuklir dan radiasi di bidang industri nuklir

Perindustrian,
Kementerian Ristek
Dikti, Kementerian

Terbentuknya forum
komunikasi  peridik
antarkementerian

lembaga pemerintab

Kesehatan, nonkementerian
Kementerian untuk meningkatkan
Perdagangan, keselamatan nuklir
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Pericde dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
BATAN, dan B3N dan radiasi di bidang
industri nulklir
[1.D. 2 b 1] Melaksanakan koordinmsi antarkementerian | BAPETEN Kementerian Terlaksananya
lembaga pemerintah nonkementerian  mengenai Ketenagakerjaan, koordinasi
penilaian terhadap pemenuhan persyaratan  izn Kementerian LHE, antarkementerian /
pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklic Kementerian lembaga pemerintah
dan fasilitas radiasi dengan risiko tinggi Perindustrian, nonkementerian
Kementerian MEngendai penilaian
ATR/BPN, terhadap pemenuban
Kementerian PUPR, persyaratan izin
Kementerian Dalam pembangunan dan
Negeri, BKPM, dan PENgopeTasian
BATAN instalasi nuklir dan
fasilitas radiasi
dengan risiko tinggi
I1.D. 2. b. [ii) Menyusun dan menetapkan tata cara perizinan | Kementerian BAPETEN Tersusun dan
industri yang menggunakan bahan bakn atao | Perindustrian ditetaplkannya tata
bahan penoclong dar nuklir Cara perizinan
industri yang
menggunakan bahan
baku atau bahan
penolong dar nuklir
IL.D.2.b.[iv] Menetapkan mekanisme sertifikasi penerapan | BAPETEN Kementerian Ditetapkanmya
Sistern Manajemen Keselaomatan doan Eesshatan Perindusirian, mekanisme sertifikasi
Kerja [SME3J) di bidang instalasi nuklir Kementerian penerapan SMK3  di
Ketenagakerjaan, bidang instalasi nulklir
dan BATAN
ILD.2.b.[v) Melaksanakan mspeksi terpadu untuk S3K pada | BAPETEN Kementerian Tersusun dan | Terlaksananya inspeksi
industrn nulklir Perindusirian dan disepakatinys nota | terpadu untuk S8SK di
Kementerian kesepahaman tentang | bidang industri nuklir
Ketenagakerjaan pelaksanann inspeksi
terpadu  untuk SSK
pada industri nuklir
ILD. 2 b.[vi] Melaksanakan koordinasi mengenai mekanisme | BAPETEN Kementerian PLTPR Terlaksananya

perizinan bangunan khusus pada industri nuklir

dan Kementerian
Perindustrian

koordinasi  mengenai
mekanisme perizinan
bangunan khusus
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
pada industri nuklir
11.D.2.b. (vii) Menyusun dan menetapkan mekanisme sertifikasi | BAPETEN dan Kementerian PUPR Tersusun dan
Inik fungsi pada industri nuklir BATAN dan Kementerian ditetapkannya
Perindustrian mekanisme sertifikasi
laik fungsi pada
industri nuklir
ILD.2.b.(viii) | Membangun koordinasi mengenai mekanisme | Kemenko Kementerian Terbangunnya
pernzinan penanaman modal asing pada industri | Perekonomian dan Perindustrian, koordinasi mengenai
nuklir BKPM Kementerian mekanisme perizinan
Perdagangan, terkait penanaman
Kementerian BUMN, | modal asing pada
Kementerian Ristek industri nuklir
Dikti, Kementerian
ESDM,
BAPETEN, dan
BATAN
11.D.2.b.(ix) Membangun koordinasi mengenai penataan ruang, | Kementerian Kementerian Terbangunnya
perizinan di bidang pertanahan, dan penggunaan | ATR/BPN dan Perindustrian, koordinasi mengenai
dan pemanfaatan tanah pada industri nuklir BAPETEN Kementerian PUPR, penataan ruang,
dan BATAN perizinan di  bidang
pertanahan, dan
penggunaan dan
pemanfantan tanah
pada industri nuklir
ILLE Bidang Mutu dan Kelembagann
[ILE.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
ILE 1.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILE la.j Meningkatkan penerapan budaya keselamatan di | BAPETEN Kementerian Terwujudnya
fasilitas radiasi dan instalasi nuklir Ketenagakerjoan peningkatan
dan BATAN penerapan budaya
keselamatan di

fasilitas radiasi dan
instalas nuklir
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2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILE. 1.a.jii) Mengembangkan lembaga uji untuk produk dan | BATAN Kementerian Terlaksananya
peralatan fasilitas radiasi dan zat radicaktif Perindustriamn, pengembangan
BAPETEN, dan BSHN lembaga wji  uniuk
produk dan peralatan
fmsilitas radiasi dan
mat radioalktif
ILE. 1.a.jiii) Mengembangkan lembaga sertifikasi untuk produk | BEN Kementerian Terlaksananya
dan peralatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif Perindustriamn, pengembangan
BATAN, dan lembaga sertifilkasi
BAPETEN untuk produk dan
peralatan fsilitas
radinsi dan =t
radioalktif
ILE. l.a.jiv) Mengembangkan lembaga uji untuk produk S2K | BATAN Kementerian Terlaksananya
instalasi maklir Perindustrian dan pengembangan
BAPETEN lembaga uji untuk
produk SSK  instalasi
nuklir
ILE. l.a.jv) Mengembangkan lembaga sertifikasi profesi yang | Badan Nasional Kementerian Terlaksananya
mendukung sertifikasi personil Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan, pengembangan
[(BNESF) Kementerian sertifikasi profesi yang
Perindustrian, mendukung sertifilkcasi
BAPETEN, dan personil
BATAN
ILE.]1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
ILE.1.b Strategi: Penpembangan sistemn informasi yang mendukung peningkatan kesslamatan nmuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Pericde dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILE.1.b.§) Mengembanghkan sistem informasi standar nasional | B3N BAPETEN dan Tersedianya sistem informasi
terkait nuklir dan radiasi BATAN standar nasional terkait nuklir dan
radiasi yang mutakhir
ILE. 1.b. [} Mengembangkan basis data standar internasional | BSN BAPETEN dan Tersedianya basis data standar

terkait muklir dan radiasi

BATAN

internasional terkait nuklir dan
radinsi yang mutakhir
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Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
.a Strategi: Peningkatan efelktivitas pengawnsan keselamatan nuklir dan radiasi melahii peraturan, perizinan

, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
IILE.2.a.{i Membuat dan mengembangkan Standar Nasional | BEN Kementerian Ristel Tersedianyx Standar Nasional
Indonesia di bidang ketenaganukliran Drikti, Kementerian Indonesia di bidang
Perindustrian, ketenaganukliran
Kementerian
Kesehatan, BATAN,
dan BAPETEN
ILE.2.a.{i) Mengembangkan skema penilaian  kesesuaian | BEN Kementerian Ristek Tersedianya skema penilaian
produk dan peralatan fasilitas radiasi dan  =zat Drikti, Kementerian kesesuaian produk dan peralatan
radioalktif Perindustrian, fmsilitas radiasi dan zat radicaktif
Kementerian
Kesehatan, BATAN,
dan BAPETEN
2.a.|iii) Meningkatkan pembinaan dalam penerapan budaya | BAPETEN Kementerian Tervujudnya peningkatan
keselamatan di bidang nuklir dan radiasi Ketenagakerjaan, pembinaan dalam penerapan
Kementerian budaya keselamatan di bidang
Perindustrian, dan nuklir dan radiasi
BATAN
ILE.Z.a.jiv) Mengembangkan pengaturan mengenai sertifikasi | BAPETEN Kementerian Terlaksananya pengembangan
personil dan produk nuklir Ketenagakerjaan, pengaturan  mengenai  sertifikasi
Kementerian ESDM, | personil dan produk nulklir
Kementerian
Perindustrian,

Kementerian Ristek
Drikti, Kementerian
Kesehatan, BATAN,
dan BEN
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ILE.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nukdir dan radiasi
ILE.2.b Strategi: Menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radissi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Owtput
2020-2024 2025-2029 2030-2035

ILE. 2. b.[§) Membentuk forum komunikasi periodik | BAPETEN Kementerian Terbentuknya forum komunikasi
antarkementerian /lembagn pemerintah Ketenagakerjoan, periodik antarkementerian /lembagna
nonkementerian mengenai pengawasan Kementerian pemerintah nonkementerian

keselamatan nullir dan radiasi melalui Perindustrian, mengenai pengawasan keselamatan
pengembangan infrastruktur mitu dan Kementerian Ristek nuklir dan radiasi melahai

kelembagaan di bidang nuklir dan radiasi vikti, BATAN, dan pengembangan infrastrukiur mutu

BSN dan kelembagann di bidang nuklic

dan radiasi
ILE. 2 b. i) Memperkuat permn  asosiasi | profesi untuk | BAPETEN Kementerian Tersjudnya penguatan  peran

mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan
radiasi

Ketenagakerjoan dan
BATAN

asosiasi profesi untuk mendukung
peningkatan  keselamatan  nmuklir
dan radiasi
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ILF Bidang Kesiapsiagann dan Kedaruratan Nuklir

ILF.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
ILF.1.a Strategi: Peningkatan ketersedinan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Perigde dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILF.1. &) Melak=anakan peEmEtaan wilayah rowan | Badan Nasional Kementerian Dalam Tersedianya peta
kedaruratan nulklir Penanggulangan Negeri, BAPETEN, wilayah rawan
Bencana (BNPB) pemerintah provinsi, kedoruratan maklar
dan pemerintah
kabupaten kota
ILF.1 & i) Memyusun program pengurangan risike bencana | BNPB Kementerian Dalam Tersedianya
nuklir tinglkat nasiomnal, provinsi, dan MNegeri, Kementerian | program
kabupaten [kota Kesehatan, pengurangan risiko
BAPETEN, BATAN, bencana nulklir
Tentara Nasional tinghkat nasional,
Indonesin [THI), provinsi, dan
pemerintah provinsi, | kabupaten/ kota
dan pemerintah
kabupaten/kota
ILF.1.a. i) Menyusun dan mengembangkan pedoman dan | BNPE Kementerian Dalam Tersusunnya Terlaksanamya
standar operasi penanganan kedaruratan muaklic MNegeri, Kementerian | pedoman dan | pengembangan
Kesehatan, standar operasi | pedoman dan
BAPETEN, BATAN, PENANEATE standar operasi
dan TNI kedaruratan nuklir | penangsnarn
kedaruratan nuklic
ILF.1.a.fiv) Menyusun rencana kontinjensi kedamiratan nuklic | BNPR Kementerian Dalam Tersusunnya
untuk wilayah rawan ancaman kedaruratan muklic Negeri, Kementerian | rencana kontinjensi
Sosial, Kementerian kedoruratan nuklir
Kesehotan, uniuk wilayah
BAPETEN, BATAN, rawan ancaman
pemerintah provinsi, | kedaruratan oaklir
dan pemerintak
kabupaten /kota
ILF.1.a.fv) Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat | BAFETEN Kementerian Dalam Terbentuknya tim

kedaruratan nuklir tingkat nasional dan wilayah
rawan ancaman kedaruratan nulklir

Negeri, Kementerian
Sosial, Kementerian
Kesehaotan, BNPE,
BATAN, pemerintah
provinsi, dam
pemerintah

reaksi cepat
kedaruratan nukhir
tingkat nasional
dan wilayah rawan
ancaman

kedaruratan muklir
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Huruf Rencana Program Selktor Utama Sektor Pendulung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
kabupaten /kota
ILF.1. & fwi) Meningkatkan ketersedinan sarana dan prasarana | BAPETEN Kementerian Dalam Tersedianya sarana
pendukung dalam penanganan kedaruratan nuklir Negeri, Kementerian | dan prasarana
PUPR, Kementerian pendukung  dalam
Kesehatan, PETIATIERA TN
Kementerian Sosial, kedaruratan nuklir
BNPE, BATAN,
pemerintah provinsi,
dan pemerintah
kabupaten kota
ILF. 1. fvii) Menyusun dan mengembangkan sistem komando | BNPR Kementerian Dalam Tersusunnya Terlaksanamyx
penanganan kedaruratan maklir MNegeri, BAPETEN, sistem komando | pengembangan
pemerintah provinsi, | penanganan sistem komando
dan pemerintah kedaruratan miklir | penanganan
kabupaten kota kedaruratan nuklir
ILF.1.a.viid) Memasang, mengoperasikan, dan merawat RDMS | BAFETEN, dan Kementerian Terlaksanamyx Terlaksanamnyn
produksi dalam negeri di lokasi sesuai dengan peta | BMKG Keuangamn, PEMASATEAL, pemasangan,
jalan pembuatan ROME produksi dalam negeri Kementerian BUMN, pengoperasian, dan | pengoperasian, dan
Kementerian Ristek perawatan RDMS perowatan RDMS
Dikti, Kementerian produksi dalam produksi dalam
Perindustrian, dan negeri di lokasi negeri di lokasi
BATAN sesuni dengan peta | sesuai dengan peta
jalan pembuatan jalan pembuatan
RDOMS produksi RDMS produksi
dalam neger dalam negeri
ILF.1. & fix) Melaksanakan pemasangan, pengoperasian, dan | Kementerian Kementerian Terlaksananya Terlaksananya

perawatan RPM produksi dalam negeri di lokasi
sesuai dengan peta jalan pembuatan RPM produksi

dalam negeri

Keuangan,
Kementerian
Perhubungan,

Kementerian BUMN,

dan Kementerian
Dalam Megeri

Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
{Kemenko
Polhukam),
Kementerian Ristek
Dikti, Kementerian
Perindustrian,
BAPETEN, dan
BATAN

PEmAsSArgan,
pengoperasian, dan
perawatan RPFM

produlsi dalam
negeri  di lokasi
sesuai dengan peta
jolan pembuatan
RPM produlesi
dalam negeri

pemasangan,

pengoperasian, dan
perowatan RPM
produlksi dalam
negeri  di lokasi
sesuai dengan peta
jalan pembuatan
RFM produlksi
dalam negeri

.go.i
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ILF.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan noklir dan radiasi
ILF.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Hurf

Rencana Program

Sektor Utama

Sektor Pendukung

Periode dan Output

2020-2024

2025-2029

2030-2035

[LLF.1.b.ii) Membuat basis data informasi  pemantauoan

radicaktivitas lingkungan secara nasional

BAPETEN

Kementerinn LHE,
BATAN, BNPR,
pemerintah
provinsi, dan
pemerintah
kabupaten |/ kota

pemantaisn

Tersedianya hasis data informasi
radioaktivitas
lingkungan secara nasional

ILF.2 Kebijakan:
ILF.2.a Strategi:

Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melaloi peraturan, perizinan, dan nspelkosi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILF.2.a. ) Menetapkan program kesiapsiagaan dan | BNPB Kementerian Luar Ditetapkannya program
kedaruratan nuklir kawnsan regional Negeri, Kementerinn | kesinpsingaan dan
Pertahanan, kedoruratan muklir
BAPETEN, dan kmwasan regional
BATAN
ILF.2.a. i) Menetapkan program kesiapsiagaan dan | BNPE dan BAPETEN | Kementerian Dalam Ditetapkannya program
kedaruratan nuklir tingkat nasional Negeri, Kementerian | kesiapsiagaan dan
Kesehatan, kedaruratan nuklir
Kementerian Sosial, tingkat nasional
Kementerian
Pertahanan,
Kementerian LHE,
dan BATAN
ILF.2_ . [jii) Menetaplkan program kesinpsingaan dan | BNPE Kementerian Dalam Ditetapkannya program
kedaruratan nuklir tingkat daerah provinsi dan Negeri, BAPETEN, kesiapsiagaan dan
daerah kabupaten fkota BATAN, pemerintah kedaruratan nuklir
provinsi, dan tingkat daerah provinsi
pemerintah dan daerah
kabupaten § kota kabupaten | kota
ILF.2.a.fiv) Menyusun dan mengembangkan regulasi | BAPETEN Kementerian LHE, Tersedianya regulasi
pengawasan  mengenai  penanganan  data  «dan Kementerian Ristek PENEIWASAN _ Mengenai
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035

informasi, pelaporan, dan kesiapsingasn terhadap Dikti, Kementerian penanganan  data  dan
kedaruratan nuklir terkait pengoperasian RDMES BUMNM, BATAN, dan informasi, pelaporan,
BMEG dan kesiapsiagaan
terhadap  kedaruratan
nuklir terkait

pengoperasian RDMS
ILF.1.a.v Menyusun dan mengembanglkan regulasi | BAPETEN Kemenko Polhukam, Tersedianya regulasi

pengawasan mengenai  penanganan data  dan
informasi, pelaporan, dan kesiapsiagaan terhadap
kedaruratan nuklir terkait pengoperasian RPM

Kementerian Ristelk
Dikti, Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian Dalam
Megeri, dan BATAN

pengmwasan mengenai
penanganan data dan

informasi, pelaporan,
dan kesinpsingman
terhadap  kedaruratan
nuklir terkait

pengoperasian RPAM

ILLF.2 Kebijakan:

Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
ILF.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILF.2 by Membentuk forum komunikas: perindik | BAPETEN Kemenko Polhukam, | Terbentuknya forum  komunikasi
antarkementerian flembaga pemerintah Kementerian Dalam periodik antarkementerian /
nonkementerian  mengenai  kesiapsiagaan  dan MNegeri, Kementerian | lembaga pemerintah
kedaruratan nuklir Kesehatan, nonkementerian mengenai
Kementerian Sosial, kesiapsiagaan dan  kedaruratan
Kementerian LHEK, nuklir
BNPE, dan BATAN
ILF.2.b.jd) Membentuk mekanisme kerja sama dalam hal | BAFETEN Kementerian LHEK, Terbentuknya mekanisme kerja
pertukaran  informasi mengenai  pemantauan BENPE, dan BATAN sama dalam  hal pertukaran
radioaktivitas lingkungan informasi mengenal pemantaian
radicaktivitas lingkungan
ILF.2 b jii) Melaksanakan pelatihan dan gladi atau simulasi | BNPE dan BAPETEN | BATAN, pemerintah | Terlaksananya pelatihan dan gladi

bersama kesiapsiagaan dan kedaruratan nmuklic
kawasan regional, tingkat nasional, dan tingkat
daerah provinsi, dan kabupaten /kota

provinsi, dan
pemerintah
kabupaten /kota

atann simulasi bersama
kesiapsiagaan dan  kedaruratan
nuklir kawasan regional, tingkat
nasional, dan tingkat daerah
provinsi, dan kabupaten fkota

.go.i

www.peraturan



-40-

2019, No.172

I1.G Bidang Perdagangan

IL.G.1 Kebijakan: Pengembangan infrastrulkiur dalam rangka peningkatan keselamatan nulklic dan radiasi
IL.G.l.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan rediasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Pericde dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILG. La.i Melaksanakan pelatihan bagi SDM sebagai tim | BAPETEN Kementerian Terlaksanamya
pendukung kedaruratan nuklir untuk verifilkasi Keunngan, pelatihan  bagi SDM
atau inspeksi lapangan dan tanggap darorot Kementerian sebagai tHm
terkait zat roadicaktif, bahan muklir, bahan Perhubungan, pendukung
nonnuklir, dan peralatan terkait daur bahan Kementerian kedaruratan mukelir
bakar nuklir Kesehatan, untuk wverifikasi atau
Kementerian inspeksi lapangan dan
Perindustrian, tanggap darurat
Kementerian terkait zat radioaktif,
ESDM, bahan nuklir, bahan
Kementerian LHE, nonnuklir, dar
BNPE, dan BATAN peralatan terkait daur
bahan bakar nuklir
ILG. La.ji) Membangun sarana dan prasarana penunjang | Kementerian Kementerian Terbangunnya
pengangkutan zat radicaktif dan 53K beban | Perhubungan PUPR, SATATLE dan
berat dan menjamin  rate  dapat  dilaloi Kementerian prasarana
kendarnan untuk pengangkutan mat radioaktif Keuangan, BATAN, PTG
dan 33K beban berat dan BAPETEN pengangkutan =at
radioaktif dan SSK
beban berat dan
menjamin rute
dapat dilahai
kendaraan untuk
pengangkutan  zat
radioaktif dan SSK
beban berat
ILG. 1.a. i) Mendistribusikan RPM produksi dalam negeri | Kementerian Kementerian Terdistribusinya Terdistribusinya
kepada pihak-pihak =sesuai dengan peta jalan | Perindustrian Keunngan, RPM produksi | RPM produlksi
pembuatan RPM produksi dalam negeri Kementerian dalam negeri | dalam negeri
BUMN, kepada pihak-pihak | kepada pihak-pihak
Kementerian sesuai dengan peta | sesuai dengan peta
Ristek Dikti, jalan pembuatan | jalan pembuatan
BAPETEN, dan RPM produlksi | RPM produlksi
BATAN dalam negeri dalam negeri

www.peraturan.go.id
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I1.G.1 Kebijakan:
IL.G. 1.b Strategi:

Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiassi
Pengembangan sistern informasi yvang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Hencana Program Selktor Utama Sektor Pendukung Periode dan Chutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035

ILG. 1.b.[i Membuat dan mengembangkan sistem | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistern | Terlaksananya pengembangan
informasi yang terintegrasi secara nasional Perdagangan, informasi yang terintegrasi | sistem mformasi Vang

untuk pemantauan tingkat radicaktivitas Kementerian secara  nasional  untuk | terintegrasi  secara nasional

produk ekspor dan impor Keuangan, dan pemantauan tingkat | untuk pemantavan tingkat

BATAN radioaktivitas produk | radicaktivitas produk  ekspor

ekspor dan impor dan impor
ILG. 1.b. i) Membuat dan mengembangkan basis data | BAPETEN Kementerian Tersedianya basis data | Terlaksananya pengembangan

yang terintegrasi secara mnasional untuk
pemantaisEn perdagangan sumber
radicalktif

Perdagangan dan
Kementerian
Keuangan

yang terintegrasi secara | basis data yang terintegrasi
nasional untuk | secara nasional untuk
pemantauan perdagangan | pemantauan perdagangan
sumber radioaktif sumber radioaktif

[1.G.2 Kebijakan:

Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengon keselamatan nuklir dan radiasi

IL.G.2.a Strategi:

Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Pericde dan Output
2020-2024 2025-2029 | 2030-2035
ILG.2.a.4i Menetapkan pengaturan mengenai HS Number dan | Kementerian Kementerian Ditetapkannya pengaturan  mengenai
barang yang terkena larangan dan/atau pembatasan | Keuangan Perdagangan dan HE Number dan barang yvang terkena
dari instansi teknis terkait yang merupakan bahan BAPETEN larangan danfatau pembatasan dari
dan/atau barang dalam lingkup ketenaganukliran instansi teknis terkait yang merupakan
bahan danfatau barang dalam lingkuap
ketenaganukliran
ILG.2.a i) | Meningkatkan peEmerapan, aksesihilitas, dan | Kementerian Kementerian Terwujudnya peningkatan dalam
ketersedinan sistem Indonesio National Single Window | Keuangan Perdmgangan, PpEnErapan, ak=esibilitas, dan
(INSW] vang terkait dengan ekspor dan impor zat BAPETEN, dan ketersediaan sistermn INSW yang terkait
radioaktif, bahan nuklir, bahan nonnuklir, dan BEPM dengan ekspor dan impor zat radioaktif,
peralatan terkait daur bahan bakar nukli bahan nuklir, bahan nonnuklir, dan
peralatan  terkait daur bahan bakar
nuklir
ILG.2.a (i) | Mengkaji perumusan  kebijakan nasional tentang | Kementerian Kementerian Tersedianya hasil kajinan  perumusan
ekspor dan impor zat radicaktif, bahan nuklir, bahan | Perdagangan Keuangan, kebijakan nasional tentang ekspor dan
nonnuklir, dan peralatan terkait daur bahan bakar Kementerian impor zat radioaktif, bahan nulklir,
nuklir Perindustrian, bahan nonnuklir, dan peralatan terkait

Kementerian ESDM,

daur bahan bakar nuklir
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendulkung Pericde dan Cutput
2020-2024 2025-2029 | 2030-2035
BAPETEN, dan
BATAN
I1.G.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
I1.G.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendulkung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
I1.G. 2 b. (i} Menyinergikan kebijakan dan sistem perizinan | BAPETEN Kementerian Terbentuknya sinergitas
nasional terkait ekspor dan impor zat radioaktif, Perdagangan, dalam kebijakan dan
bahan nuklir, bahan nonnuklir, dan peralatan Kementerian Kesehatan, sistem perizinan
terkait dawur bahan bakar nuklir yang Kementerian nasional terkait ekspor
terimplementasi pada peraturan menteri/kepala Perindustrian, dan dan impor zat radioaktif,
lembaga pemerintah nonkementerian terkait Kementerian Keuangan bahan nuklr, bahan
nonmuklr, dan
peralatan  terkait  daur
bahan bakar nuklir yang
sinergi dan
terimplementasi paeda
peraturan
menterifkepala lembaga
pemerintah
nonkementerian terkait
LG 2 b 1i) Membentuk forum komunikasi secara periodik Kementerian Terbentuknya forum
sehagai media koordinasi  antarkementerian/ Perdagangan, komunikasi SECATa
lembaga pemerintah nonkementerian  terkait Kementerian perindik sebagai media
dalam melakukan pengawasan ekspor impor zat Perindustrian, koordinasi
radioaktif, bahan nuklir, bahan nonnuklr, dan Kementerian antarkementerian f
peralatan terkait daur bahan bakar makdir, serta Perhubungan, lembagn pemerintah
mengantisipasi  perkembangan  teknologi  dan Kementerinn Kesehatan, nonkementerian  terkait
peraturan di bidang nuklir dan radiasi dan Kementerian dalam melakukan
Keuangan PN ERNW B ST ekspor

.go.i
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Huruf

Rencana Program

Seltor Utama

Selctor Pendulkung

Periode dan Output

2020-2024

2025-2029

2030-2035

impor zat radioaktif,
bahan nuklir, bahan
nonnuklir, dan
peralatan  terksdt  daor
bahan bakar nuklir,
serta

dan peraturan di bidang
nuklir dan radiasi
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II.LH Bidang Transportasi

II.LH.1 Kebijakan:

IILH.l.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Outpat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILH. 1l.a.|i) Menyediakan tempat penyimpanan | Kementerian Kementerian BUMN, Tersediamya tempat
sementara i pelabuban laut, bandar | Perbubungan Kementerian penyimpanan sementara di
udara, atau tempat lain untuk menampung Keuangan, pelabubhan laut, bandar
penyimpanan sementara zat  radioakdtif, Kementerian PUPR, udara, atau tempat lain
bahan mnuklir, bahan nonnuklir, dan BATAN, dan BAPETEN untulk MIETE TP
peralatan terkait daur bahan bakar nuklir penyimpanan sementarn zat
radiocaktif, bahan nuklir,
bahan nonnuklir, dan
peralatan terkait daur bahan
bakar nuklir
ILH. 1o i) Membangun ST dan prasarana | Kementerian Kementerian PUPR, Tersediamya A dan
penunjang pengangkutan zat radicaktif dan | Perbubungan BATAN, dan BAPETEN prasarana peEnuUnjang
55K beban berat dan menjamin rute dapat pengangkutan zat radioalktif
dilalii kendaraan untuk pengangkutan zat dan 35K beban berat dan
radioaktif dan S5K beban berat menjamin mite dapat dilahi
kendaraan untuk
pengangkutan zat radioalktif
dan 53K beban berat
ILH. 1.a.|iii) Menetapkan pelabuhan tempat masuknya | Kementerian Kementerian Ditetapkannya pelabuhan
zat radioaktif dan bahan muklir Perbubungan Keuangan dan tempat masuknya zat
BAPETEN radioaktif dan bahan nuklir
ILH.l.a.jiv Membangun sarana dan prasarana  uji | BATAN BAPETEN Terbangunnya sarana dan
bungkusan zat radioaktif dan bahan nuklir prasarana uj bungkusan zat
radicaktif dan bahan nuklir
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ILH.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peninghatan keselamatan nulklir dan radiasi

ILH.1.b Strategi: Pengembangan sistern informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nulklir dan radissi

Huruf Rencana Program Selctor Utama Sektor Pendukung Perinde dan Cutput
2020-20324 2025-320329 2030-2035
ILH. 1. b3} Membuat dan mengembangkan basis data | BAPETEN Kementerian Tersedianys |basis data | Terlaksananya
yang terintegrasi secara nasional terkadt Perhubungan, yang terintegrasi secara | pengembangan basis data
pemantauan  lali  lintas  penganghutan  zat Kementerian nasioral terkait | yang terintegrasi  secara
radicakid, bahan nuklir, bahan nonmuklir, Keuangan, dan pemantauan  laly lintas | nasional terkait
dan peralatan terkait daur bahan bakar nuklic BATAN pengangkutan mt | pemantauan  lale  linkas
termasuk SSK beban berat radicaktif, bahan nuklir, | pengangkutan zat
bahan nonnuklr, dan | radicaktif, bahan nulklir,
peralatan terkait daur | bahan nonnklir dan
bahan bakar nuklir | peralatan  terkait  daur
termasuk S5K beban berat | bahan bakar nuklir
termasuk 55K beban berat
ILH.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
ILH.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILH Z.a.ii Menghkaji ulang efektivitns dan efisiensi | BAPETEN Kementerian Keuangan, Tersedianya hasil kaji ulang
perizinan  pemanfaatan sumber  radiasi Kementerian efektivitas dan  efisiensi
pengion untuk fluoroskopi bagnasi Pertubungan, dan perizinan pemanfaatan
Kementerian Kesehatan sumber radiasi pengion
untuk flucroskopdi bagasi
ILH.2.a_{ii) Merumuskan  kebijakan nasional tentang (| BAPETEN Kementerian Tersusunnya rurmusan
pengangkutan zat radioaktiff dan  bahan Perhubungan, kebijakan nasional tentang
muklir Kementerian Keuangan, pengangkutan zat radioaktif
Kementerian dan bahan nuklir
Perindustrian,
Kementerian Kesehatan,
Kementerian Ristek
Diikti, BATAN, dan B3N
ILH.2.a. i) Menetapkan mekanisme pengujian | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya mekanisme
bungkusan zat radioalktif Perhubungan, pengujinn  bungkusan  zat

Kementerian Ristek
Dvikti, BATAN, dan BSN

radioaktif

.go.i
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[I.H.2 Kebijakan:

Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radias:
II.LH.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing scktor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILH.2.b.1) Membentuk forum  komunikasi secara | BAPETEN Kementerian Terbentuknya forum
periodik sebagai medin koordinasi Perdagangan, komunikasi secara periodik
antarkementerian flembaga pemerintah Kementerian sebagai media  koordinasi
nonkementerian terkait dalam melakukan Perindustrian, antarkementerian /lembaga
pengawasan terhadap pengangkutan zat Kementerian pemerintah

radioaktif, bahan nuklir, bahan nonnuklir Perhubungan, nonkementerian terkait
dan peralatan terkait daur bahan bakar Kementerian Keuangan, | dalam melakukan
nuklir, serta SSK beban berat Kementerian Ristek pengawasan terhadap
Dikti, Kementerian pengangkutan zat
Keschatan, BATAN, dan radioaktif, bahan nuklir,
BSN bahan nonnukhr dan
peralatan terkait daur
bahan bakar nuklir, serta

SSK beban berat
ILH.2.b i) Menectapkan mekanisme koordinasi | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya mekanisme

pengangkutan zat radioaktif dan bahan
nuklir dengan menggunakan moda
transportasi darat, air, dan udara

Perhubungan dan
BATAN

koordinasi  pengangkutan
zat radioaktif dan bahan

nuklir dengan
menggunakan moda
transpotasi darat, air, dan
udara

www.peraturan.go.id
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IL1 Bidang Pangan

ILI.1 Kebijakan:

Pengembangan infrastruktur dalam rangka peni
IL1.1.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

katan | lamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
1L L.a.() Mengembangkan penelitian dan | BATAN Kemenko Perekonomian, Terlaksananya
pengembangan pemanfantan fasilitas nuklir Kementerian Pertanian, pengembangan penelitian
dan radiasi dalam rangka memperkuat Kementerian BUMN, dan pengembangan
ketahanan pangan nasional Kementerian Ristek pemanfaatan fasilitas nuklir
Dikti, Kementerian PPN dan radiasi dalam rangka
/BAPENNAS, Badan memperkuat ketahanan
Pengkajian dan pangan nasional
Penerapan Teknolog
(BPPT), dan BAPETEN
TLL. 1 o (i) Mengembangkan pemanfaatan fasilitas | BATAN Kementerian Pertanian, Terlaksananya
iradiasi produk pangan dalam rangka Kementerian Ristekdikti, pengembangan pemanfaatan
memperkuat ketahanan pangan nasional Kementerian fasilitas iradiasi produk
PPN /BAPPENAS, pangan dalam rangka
Kementerian Kesehatan, memperkuat ketahanan
BPOM, BPFT, dan pangan nasional
BAPETEN
111 L a. (i) Mengembangkan fasilitas pemantauan | BAPETEN dan Kementerian Pertanian, Terlaksananya
tingkat radioaktivitas produk pangan | BATAN Kementerian pengembangan fasilitas
terutama untuk produk impor Perdagangan, pemantauan tingkat
Kementerian radioaktivitas produk pangan
PPN/BAPPENAS, terutama untuk produk
Kementerian Kesehatan, impor
dan BPOM
ILI.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
IL1.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILL.1.b.{i) Membuat dan mengembangkan sistem | BAPETEN Kementerian Kesehatan, Tersedianya sistem informasi | Terlaksananya
informasi pemantauan tingkat radioaktivitas BATAN, dan BPOM pemantauan tingkat | pengembangan
produk pangan yang terintegrasi secara radioaktivitas produk pangan | sistem
nasional yang terintegrasi  secara | informas:
nasional pemantauan

tingkat

www.peraturan.go.id
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Huruf

Rencana Program

Sektor Utama

Sektor Pendulung

Periode dan Cutput

2020-2024

2025-2029

2030-2035

radicaktivitas
produk pangan
yang
terintegrasi
secara

nasional

ILL. 1. b i)

Membuat dan mengembangkan sistem
informasi yang terintegrasi secara nasional
untuk mendukung pengawasan  terhadap
penggunaan zat radicaktif pada  produk
pangan

BAFPETEN

BPOM

Tersedianya sistem informasi
Vang terintegrasi secara
nasional untuk mendukung
pengawasan terhadap
penggunaan zat  radioaktif
pada produk pangan

Terlaksanamya
pengembangan
sistem
informasi yang
terintegrasi
secara

nasicnal untuk
mendukung
PeEngawasan
terhadap
PENgEUnann

zat  radioaktif
pada  produk
pangan

IL1.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
IL1.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Owtpt
2020-2024 2025-2029 2030-2035
IL1.2.a (i) Menetaplkan balow it tingkat | BAPETEN Kementerinn Kesehatan, Ditetapkannya baku  mutu
radioaktivitas produk pangan BATAN, dan BPOM tingkat radioaktivitas produlk
pangan
TL1.2 & fi1) Melak=sanakan koordinasi dalam | BAPETEN Eementerian Kesehotan Terlaksanamya koordinasi
pengawasan terhadap pemanfantan fasilites dan BPOM dalam pengopwasan terhadap
nuklir dan radiasi dalam hal pengemasan pemanfaatan fasilitas nuklir
dan pengawetan produk pangan dan radiasi dalam  hal
pengemasan dan pengawetan
produk pangan
IL1.2.a fisi) Melaksanakan inspeksi bersama untuk | BAPETEN Kementerian Pertanian, Terbentulkrnya mota | Terlaksananya
mengendalikan tingkat radioaktivitas produk Kementerinn Kesehatan, keese pahaman tentang | inspeksi
PEATNEAN dan BPOM inspeksi bersama untuk | bersama

.go.i
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Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Owtpet
2020-2024 2025-2029 2030-2035
mengendalilan tingkat | untuk mengeq
radioaktivitas produk pangan | dalikan tinglkat
radioaktivitas
produlk
Pangan
I11.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
IL1.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi
Hurf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Owtput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
I1.1.2 b1} Membentuk forum komunikasi periodik | BAPETEN Kementerian Pertanian, Terbentuknya forum
antarkementerian § lembagn pemerintah Kementerian Kesehatan, | komunikasi periodik
nonkementerian meEngenai PEMEAWRSAT dan BPOM antarkementerian /
terhadap keselamatan nuklir dan radiasi lembaga pemerntah
dalam bidang pangan nonkementerian
mengenai
pengawasan terhadap
keselamatan nuklir
dan radiasi dalam
bidang pangan
IL1.2.b.4il) Melak=sanakan koordinasi dalam | BATAN Eementerian Pertanian, Terlaksananya
pemanfaatan  iradiator untuk pengawetan Kementerian Kesehatan, | koordinasi dalam
bahan pangan BAPETEN, dan BPOM pemanfantan
iradiator unitulk
pengawetan bahan
pangan
IL1.2 b jiis) Melaksanakan pembinaan bagi  pelaku | BAPETEN Kementerian Kesehatan,

industri dalam hal pengolahan, pengawetan,
dan pengemasan produk pangan  yang
memanfaatkan tenaga nuklir

Kementerian
Perindustrian,

Kementerian Pertanian,
BATAN, dan BPOM

Terlaksananya

pembinaan braxgi
pelaku industri dalam
hal pengolahan,
pengawe tan, dan
pengemasan  produk
pangan yang
memanfaatkan

tenaga nuklir

.go.i
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II.J) Bidang Pertanian

II..).1 Kebimkan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
I..).]1.a Strategi: Mendorong ketersedinan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radinsi

Huruf Rencana Program Sektor Sektor Periode dan Owutput
Utama Pendukung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
10,1 & i) Mengembangkan  penelition dan  pengembangan | BATAN Kementerian Terlaksananya pengembangan penelition  dan
pemanfaatan fasilitas nuklir dan radiasi dalam rangka Pertanian, pengembangan pemanfastan fasilitas ouklir dan
memperkuat pertanian nasional Kementerian radiasi dalam rangka memperkuat pertanian
Ristek Dikti, nasiomal
Kementerian
PPN
FBAPENNAS,
dan
BAPETEN
10,1 o i) Mengembangkan pemanfaatan fasilitas iradinsi produk | BATAN Kementerian Terlaksananya pengembangan pemanfastan

pertanian  dalam rangks memperkuat  ketahanan
pangan nasional

Pertanian,
Kementerian
Ristek Dhikti,
BPPT, dan
BAPETEN

fasilitas iradiasi produk pertanian dalam ranghkns
memperkuat ketahanan pangan nasional

II..).1 Kebijmkan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
IL.1.1.b Strategi: Pengembangan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Sektor Periode dan Output
Utama Pendukung
2020-2024 2025-32029 2030-2035

IL0. 1. b 1) Membuat danfatau mengembangkan sistem informasi | BAPETEN Kementerian Tersedianya sistem  informasi | Terlaksananya pengembangan
vang terintegrasi secara nasional untuk mendukung Pertanian, yang terintegrasi secara | sistem informasi yang

pengomwasan terhadap pengmunann zat radioaktif pada Kementerian nasional untuk mendukung | terintegrasi  secarn  nasional

produk pertanian Kesehatan, PENEAWRASI terhadap | untuk mendukung pengawasan

BPOM, dan pengrunaan zat radioaktif pada | terhadap PENEEUNALT zat

BATAN produk pertanian radioaktif pada produlk

pertanian

www.peraturan.go.id
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I1..1.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi
II.0.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendubming Periode dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
IL.0.2.a.4i) Menetapkan baku it tingkat | BAPETEN Kementerian Pertanian, | Ditetapkannya baku muti
radioaktivitas produk pertanian Kementerian tingkat radicaktivitas produk
Kesehatan, BATAN, dan | pertanian
BPOM
ILJ.2ajii | Membangun mekanisme koordinasi dalam | BAPETEN Kementerinn Pertanian, | Terbangunnya mekanisme
PENgAawASAn terhadap pemantaatan Kementerian koordinasi dalam pengawasan IL.J.2.a.([[] Membangun
fasilitas nuklir dan roadiasi dalam  hal Perdagangan, dan terhadap pemanfaatan fasilitas
pembeniban, pengolahan,  pengawetan, BPOM nuklir dan radiasi dalam hal
dan pengemasan produk pertanian pembenihan, pengolahamn,
pengawetan, dan pengemasan
produk pertanian
IL0.2.aid) | Melaksanakan inspeksi bersama untuk | BAPETEN Kementerian Pertanian, | Tersusun  dan  disepakatinya | Terlaksananya inspeksi

mengendalikan tingkat radioaktivitas Kementerian nota kesepahaman tentang | bersama untuk mengendalikan
produk pertanian Perdagangan, inspeksi bersama untuk | tingkat radioaktivites produlk
Kementerian mengendalikan tingkat | pertanian
Kesehatan, dan BPOM radioaktivitas produk pertanian
I1..0.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radissi
IL.0.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Sektor Perinde dan Output
Ut Penduk
— B 2020-2024 2025-2029 2030-2035
IL0.2. b i} Memberikan pembinaan bagi petani dan pelaku industri | BATAN Kementerian Terlaksananya pembinaan
dalam hal pembenihan, pengolahan, pengamwetan dan Pertanian, bagi petani dar pelaku
pengemasan produk pertanian dengan memanfaatkan Kementerian industri dalam hal
pembangkit radiasi pengion dan zat radicaletif Ristek Dilti, pembenihan, pengolahan,

dan BAPETEN

pengamwetan dan pengemasan
produk  pertanian  dengan
memanfaatharn pembanglkit
radiasi pengion dan =zat
radioaktif

.go.i
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I1.J.2 b. i)

Membentulk forum komunikasi

periodik

antarkementerian /lembaga pemerintah nonkementerian

terkait pengawasan keselamatan nuklr dan
dalam bidang pertanian

ralinsi

BAPETEN

Kementerian
Pertanian,
Kementerian

Perdagangan,

Kementerian
Kesehatan,
BATAN, dan
BPOM

Terbentuknya forum
komunikasi periodik
antarkementerian flembagn

pemerintah  nonkementerian

terkait PENEAWnsAn
keselamatan nuklir dan
radissi dalam bidang

pertanian
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ILK Bidang Sumber Daya Manusia

ILK.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
[LK.l.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung Perinde dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILK.1.a.{i) Menyusun standar kompetensi profesi bagi petugas | BAPETEN, Kementerian Tersusunnya standar | Tersedianya  petugas
atau pekerja di bidang pemanfaatan dan pengawasan | BATAN, dan Ketenagakerjaan, kompetensi profesi | atau pekerja di
tenagn nuklir, antara lain petugas proteksi radiasi, | BNSP Kementerian pekerja di  bidang | bidang pemanfaatan
operator instalasi nuklir dan fasilitas radiasi, petugas Kesehatan, pemanfaatan dan | dan PENgAWASAN
dosimetri Kementerian pengawasan  tenaga | tenaga nuklir, antara
Ristek Dikti, dan nuklir lain petugas proteksi
BSN radiasi, operator
instalasi nuklir dan
fasilitas radiasi,
petugas dosimetri
ILK.1.a.{ii) Meningkatlkan kapasitas pejabat pengmwns | Kementerian BAPETEN dan Tercapainya
ingkungan hidup (PPLH) dalam bidang keselamatan | LHK BATAN peningkatan
nuklir dan radiasi untuk melakukan pengowasan kapasitas PFLH
terhadap limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dalam bidang
yang mengandung zat radicaktid di bawah 1 Bg/gr keselamatan  muklir
[satu Broguenel per gram) dan rmadiasi untuk
melakukan
pengawasan
terhadap limbah B3
yang mengandung
zat radicaktif di
bawah 1 Bg/gr (satu
Broguerel per gram)
ILK. 1 .o |iii) Mengembangkan pusat unggulan  |center  of | Kementerian Kementerian Terlaksananya
excellence) di perguruan tinggi untuk meningkatkan | Ristek Dikti Ketenagakerjaan, pengembangan pusat
kompetensi petugas fasilitas radissi FANE Kementerian unggulan |center of
memanfaatkan radiasi pengion khususnya calon Kesehatamn, excellence] di
petugas alat-alat kesehatan BAPETEN, dan PErgunuan tinggi

BATAN

untuk meningkatkan
kompetensi  petugas
fasilitas radiasi yang
memanfatkan

radiasi pengion

www.peraturan.go.id
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Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung Perinde dan Cutput
2020-2024 2025-2029 2030-2035
khususnya calon
petugas alat-alat
kesehatan
ILK.1l.a.jivi Meningkatkan jumlah lembaga pelatihan melahai | BATAN Kementerian Tercapainya
penunjukan dan pembentukan lembaga pelatihan Ketenagakerjaan, peningkatan  jumlah
untuk peningkatan kuantitas dan kualiths personil Kementerian lembaga pelatibhan
laboratorium  uji, hboratorium dosimetri, dan Kesehatan, dan melalui  penunjukan
petugas  fasilitas  radiasi  khususnya alat-alat BAPETEN dan pembentukan
kesehatan yang memanfaatkan radinsi pengion lembaga pelatibian
untuk peningkatan
kuantitas dan
kualitas permonil
laboratorium Lji,
laboratorium
dosimetri dan
petugas [msilitas
racdiasi khususnya
alat-alat  kesehatan
yang memanfaatkan
radiasi pengion
ILE.1.a.fv) Membangun infrastruktur pendidikan dan pelatihan | BAPETEN Kementerian Terbangunnya
program pengembangan SDM di bidang pengawasan Ketenagakerjaan, infrastruktur
dan pengembangan alat dan perlengkapan pelatihan Kementerian pendidikan dan
di bidang keselamatan nuklir dan rediasi Kesehatan, pelatihan Program
Kementerian pengembangan  SDM
Ristek Dikti, dan di bidang
BATAN pENgAwAsan dan
pengembangan  alat
dan perlengkapan
pelatihan di  bidang
keselamatan  nuklir
dan radiasi
ILK.1l.a.jwi) Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengawasan | BAPETEN Kementerian Tercapainya
keselamatan  nuklir dan  radiasi  yang  mampu Ketenagakerjaan, peningkatan SDM di
berperan di tinglkat nasional dan kawnsan regional Kementerian bidang pengomwasan
Kesehatan, keselamatan nulklir
Kementerian dan radiasi yang
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Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
Ristek Dikti, dan mampu berperan di
BATAN tingkat nasional dan
eowasan regional

ILE. 1 o fwid) Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang berkompeten | Kementerian Kementerian Tercapainya
di bidang pemanfaatan tenagm nuklir dan radiasi | Ristek Dikti Ketenagakerjaan, peningkatan  jumlah
untuk kesehatan antara lain  dokter spesialis Kementerian tenaga ahli yang
radiclogi, fsikawan medis, dan radiografer, serta Kesehatan, berkompeten i
bidang lain wyang terkait di selorubh  Indonesio BAPETEN, dan bidang pemanfaatan
khususnya di luar Pulau Jawa BATAN tenaga nuklir dan
radiasi untuk
kesehatan antara
lain dokter spesialis
radicdogi, fisikawan
medis, dan
radiografer di
sehuruh Indonesia
khususnya di  luar

Pulau Jawa

ILE. 1 .a.fvidi) Meningkatkan kuantitas dan kompetensi penyusun | Kementerian BAFETEN dan Tercapainya
AMDAL dan penilai AMDAL instalasi nuklir dan | LHK BATAN peningkatan kuatitas
fasilitas radiasi yang memadai dan berkompeten dan kompetensi

PEMyLISUN AMDAL
dan penilai AMDAL
instalasi nuklir dan
fasilitas radiasi yang
memadai dan
berkompeten

.go.i
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IILK.1 Kebijjakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan rediasi

ILK.1.b Strategi: Pengembangan sistemn informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radinsi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Cutput
Pendulung — —
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILK.1.b.[) Membuat dan mengembangkan basis data SDM untuk | BAPETEN Kementerian Tersedianya basis data | Terlaksanamya
pekerja radiasi Ketenagakerjaan, SDM untuk pekerja radiasi | pengembangan basis data
Kementerian SDM unituk pekerja radiasi
Kesehatan,
BATAN, dan
BNEP
ILK.1.b.fii} | Membuat dan mengembangkan basis data SDM untuk | BATAN Kementerian Tersedianya basis data | Terlaksanamya
pakar di bidang penelitian, pengembangan, dan Ketenagakerjaan, SDM untuk pakar di | pengembangan basis data
pemanfaatan nmuklir dan radinsi Kementeriamn bidang penelitinn, | SDM  untuk pakar di
Kesehatan, pengembangan, dan | bidang penclitian,
Kementerian pemanfaatan nuklir dan | pengembangan, dan
Ristek Dikti, dan radinsi pemanfaatan  nuklir dan
BAPETEN radinasi
ILK.1.b.fiii] | Membuat dan mengembangkan basis data SDM untuk | BAPETEN Kementerian Tersedianya basis data | Terlaksanamya
pakar di bidang pengmwazan terhadap pemanfastan Eetenagnkerjaan, SDM untuk pakar di | pengembangan basis data
tenaga nuklir Kementerian bidang pengawasan | SDM  untuk pakar di
Kesehatan, terhadap pemanfaatan | bidang PENEWASAN
Kementerian tenaga nuklir terhadap pemaniaatan

Ristek Dikti, dan
BATAN

tenagas nuklir

www.peraturan.go.id



2019, No.172

-57-

II.LK.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radiasi

ILLK.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radiasi melalui peraturan, perizinan, dan inspelsi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Periode dan Outpuct
Pendulaing 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILK.2.a.i) Menetapkan kebijakan nasional dalam bidang | BAPETEN Kementerian Ditetapkannya kebijakan nasional
sertifikasi kompetensi petugas atmu  personil yang Ketenagakerjaan, | dalam bidang sertifikasi kompetensi
bekerja di instalasi nuklir atau @silitas radiasi Kementerian petugas atau personil yang bekerja di
Ristek Drikti, instalasi nuklir atau fasilitas radiasi
BATAN, dan
BNSP
ILE.2.a.ii] | Meningkatkan kapasitas penegak hulkum di bidang | Kepolisian Kementerian Tercapainya peningkatan kapasitas
keselamatan nuklir dan radiasi dalam mendukung | Negara Kesehatan, penegak hukum di bidang
tertib hukum  terjaminnya  keselamatan pekerja, | Republik Kementerian keselamatan nuklir dan radiasi dalam
masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya | Indonesia dan | LHK, mendukung tertib hulkum terjaminmya
radiasi dan nuklir BAPETEN Kementerian keselamatan pekerja, masyarakat, dan
Ketenagakerjaan, | lingkungan hidup dari bahaya radiasi
Kejaksaan dan nuklir
Agung, dan
BATAN
ILK.2.a.(ii) | Mengembangkan Standard Kompetensi Kerja | BATAN Kementerian Ditetapkannya SKKNI dan sertifikasi

Nasional Indonesia (SKKNI) dan sertifikasi personil di
bidang keselamatan nuklir dan radiasi

Ketenagnkerjaan,
Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Ristek Dikti,
BAPETEN, BSN,
dan BNSP

personil di bidang keselamatan nulklir
dan radiasi
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II.LK.2 Kebijakan: Peninghatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nulklir dan radiasi
IILK.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugns dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan mdissi

Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILE.2. b.a) Membentuk forum komunikasi perindik | BAPETEN Kementerian Terbentukmyu forum  komunikasi
antarkementerian flembaga pemerintah Ristek Drikti, perindik  antarkementerian flembaga
nonkementerian  terkait bidang SDM pengawasan Kementerian pemerintah  nonkementerian  terkait
terhadap keselamatan nuklir dan radiasi Ketenagnkerjuan, bidang S5DM pengowasan terhadap
Kementerian keselamatan nuklir dan radiasi
Kesehatan,
Kementerian LHE,
BATAN, BSN, dan
BMNSP
ILK.2.b.fii) | Memberikan kemudahan atao fsilitasi untuk | BAPETEN Kementerian Tersedianya kemudaban atau

pelatihan petugas proteksi radinsi.

Ketenagakerjuan,
Kementerian
Kesehatan, dan
BATAN

fasilitasi untuk pelatihan petugas
proteksi radiasi
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IILL Bidang Pengelolaan Limbah Radioaktif

IILL.1 Kebijakan: Pengembangan infrastrukiur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
IILL.1.a Strategi: Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan kesslamatan nuklir dan radiasi

Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung Perinde dan Chutpat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILL.1.a.ji} | Mengembangkan aplikasi teknologi nuklir untuk | BATAN Kementerian Terlaksanamnya pengembangan
pembangunan dan pengoperasian fasilitas Ristek Dikti, aplikasi teknologi muklir untuk
penyimpanan  limbah radicaktif tingkat rendah, Kementerian pembangunan dan pengoperasian
tingkat sedang, dan tingkat tinggi masing-masing PUPR, fasilitas  penyimpanan limbah
berupa eV LA delot permukaan, Kementerian radioaktif tingkat rendah, tinglat
penyimpanan  kedalaman  sedang, dan  instalasi ATR/BPN, sedang, dan tingkat tinggi masing-
penyimpanan lestari Kementerian LHEK, | masing berupa PeEnyimpanan
Kementerian dekat permuksan, penyimpanan
Kesehotan, kedalaman sedang, dan instalasi
Kementerian penyimpanan lestari
Perindustrian,
dan BAPETEN
ILL.1.ajif | Menyusun rekomendasi  teknis mengenai  lokasi | BATAN Kementerian Tersedianya
tempat penyimpanan lestari bahan bakar nulklir Ristek Dikti, rekomendasi
bekas Kementerian teknis  mengenai
PUPR, lokasi tempat
Kementerian Penyimpanan
ATR;BPN, lestari bahan
Kementerian LHEK, bakar mnuklir
Kementerian bekas
Kesshatan,
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Perindustrian,
dan BAPETEN
IILL.1 Kebijakan: Pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
ILL.1.b Strategi: Mengembangkan sistem informasi yang mendukung peningkatan keselamatan nuklir dan radiasi
Huruf Rencana Program Sektor Utama Sektor Pendukung Periode dan Outpat
2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILL.1.b.fi) | Membuat dan mengembangkan sistem informasi | BATAN Kementerian Tersedianya sistemn | Terimplementasinya Terlaksananya
pemantauan tingkat madicaktivitas limbah radisaktif Perindustrian, informasi sistem informasi | pengembangan
yang terintegrasi secara nasional yang berasal dari Kementerian LHE, | pemantauan  tingkat | terkait  pemantauan | sistem informasi
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Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung Periode dan Output
2020-2024 2025-2029 2030-2035
instalasi nuklir dan fasilitas radiasi yang Kementerian radioaktivitas limbah | tingkat radioaktivitas | terkait pemantauan
menghasilkan limbah radioaktif ESDM, radioaktif vang | limbah radioaktif | tingkat radioaktivitas
Kementerian terintegrasi secara | yang terintegrasi | limbah radioaktif
Kesehatan, dan nasional yang berasal | secara nasional yang | yang terintegrasi
BAPETEN dari instalasi nuklir | berasal dar instalasi | secara nasional yang

dan fasilitas radiasi
vang menghasilkan
limbah radioaktif

nuklir dan fasilitas
radiasi yang
menghasilkan limbah
radioaltif

berasal dani instalasi
nuklir dan fasilitas
radiasi yang
menghasilkan limbah
radioaktif

ILLL.2 Kebijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan radias:
I1.L.2.a Strategi: Peningkatan efektivitas pengawasan keselamatan nuklir dan radinsi melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

Huruf Rencana Program Sektor Utama | Sektor Pendukung

Periode dan Output

2020-2024

2025-2029

2030-2035

ILL2.a.{i) | Menyusun konsepsi kebijakan nasional | BATAN Kementerian Tersusunnya konsepsi
pengelolaan limbah radioaktif Ristek Dikti, kebijakan nasi 1

J

Kementerian pengelolaan limbah
Perindustrian, radioaktif

Kementerian LHK,
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Kesehatan, dan
BAPETEN

ILL2.a.(ij) | Membentuk peraturan perundang-undangan | BAPETEN Kementerian
mengenai  keselamatan instalasi  penyimpanan Ristek Dikt,
sementara dan penyimpanan lestari bahan bakar Kementerian
nuklir bekas Perindustrian,
Kementerian LHK,
Kementerian
ESDM,
Kementerian
Kesehatan, dan
BATAN

Terbentuknya peraturan
perundang-undangan
mengenai  keselamatan
instalasi penyimpanan
sementara dan
penyimpanan Jestari
bahan bakar nuklir
bekas
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ILL.2 Kebhijakan: Peningkatan koordinasi antarsektor yang terkait dengan keselamatan nuklir dan rodiasi
IILL.2.b Strategi: Penyinergian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor terkait untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan roadiasi

Huruf Rencana Program Sektor Sektor Periode dan Outpat
Hama Pendulaung 2020-2024 2025-2029 2030-2035
ILL.2.b.fi} | Membentuk forum komunikasi perindik | BAPETEN Kementerian Terbentulknya forum
antarkementerianf lembaga pemerintakh LHK, komunikasi periodik
nonkementerian  yang terkait dengan pengawasan Kementerian antarkementerian /lembaga
terhadap keselamatan muklir dan radissi dalam Kesehatarn, pemerintah
bidang pengelolaan imbah radioaktif Kementerian nonkementerian yang
Perindustrian, | terkait dengan pengawasan
Kementerian terhadap kesslamatan
ESDM, dan nuklir dan radiasi dalam
BATAN bidang limbah radicaktif

PRESIDEN REPUEBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO
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